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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala,
bahwa Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Tahun
2018-2023, ini dapat diterbitkan setelah beberapa lama berproses dalam
penyusunannya. Atas terbitnya dokumen Perubahan Renstra Dinas Kesehatan
Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023, kami memberikan apresiasi dan
ucapan terima kasih kepada Kepala Puskesmas dan jajarannya, Tim
Penyusun Renstra yang berupaya memberikan kontribusinya, serta kepada
semua pihak yang telah membantu memberikan data dan informasi guna
penyusunan dokumen Renstra ini.

Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-
2023 ditahun mendatang diharapkan dapat memuat data dan informasi
berkualitas, serta tetap memperhatikan kedalaman analisis dan konsistensi
datanya, sehingga dokumen ini dapat dijadikan rujukan penting dan utama
dalam proses manajemen pembangunan kesehatan khususnya di Kabupaten
Pasuruan.

Semoga Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan
Tahun 2018-2023 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik di lingkungan
pemerintahan, akademisi, organisasi profesi, swasta serta masyarakat umum
yang membutuhkan informasi di bidang kesehatan. Kami mengharapkan
kritik, saran atau masukan dari para pembaca guna penyempurnaan
dokumen ini di masa datang.
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 46 TAHUN 2022
TANGGAL : 03 Januari 2022

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 - 2023

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat setinggi-tingginya yang dilaksanakan dengan
sasaran meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan
kesehatan mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara
berkesinambungan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu
pelaku pembangunan kesehatan di daerah yang merupakan bagian dari
pembangunan nasional, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan
menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023.

Dinas Kesehatan merupakan ujung tombak dalam pembangunan
kesehatan di daerah, yang berperan dalam upaya promotif dan preventif.
Sedangkan Rumah sakit dalam hal ini RSUD Bangil dan RSUD Grati
juga turut serta dalam pembangunan kesehatan didaerah, peran penting
dari Rumah Sakit Umum Daerah adalah dalam upaya kuratif dan
rehabilitatif yang berkesinambungan, RSUD untuk itu diperlukan
perencanaan dan penyusunan yang tepat. RSUD Bangil dan RSUD Grati
merupakan bagian dari fasilitas pelayanan kesehatan yang dalam
penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) masuk didalam Rencana
Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan. Perubahan perkembangan
masyarakat, adanya pandemi Covid -19, peraturan dan kebijakan yang
dinamis saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan
kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima.

Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka Dinas Kesehatan
harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme sehingga
pada penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan
RSUD Tahun 2018-2023 mensinergikan dan mengacu pada perencanaan
pembangunan kesehatan nasional, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dengan mengikuti kaidah-
kaidah penyusunan Renstra seperti yang tertuang dalam Permendagri
Nomor 86 tahun 2017. Perwujudan pelaksanaan Renstra akan
dilakukan  melalui Rencana Kerja (Renja) tahunan  tanpa
mengesampingkan perubahan situasi dan kondisi kebutuhan dalam
upaya optimalisasi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan Dinas
Kesehatan.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023, juga merupakan



sinergisme Perencanaan Pembangunan Kesehatan Nasional dan Renstra
Kementrian Kesehatan 2020-2024.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten
Pasuruan Tahun 2018-2023 merupakan salah satu dokumen
perencanaan yang Dbersifat indikatif, memuat Program-Program
Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Pasuruan yang akan
dilaksanakan langsung pada kurun waktu Tahun 2018-2023 Rencana
Strategis ini disusun sebagai arah dan acuan sekaligus kesepakatan bagi
seluruh komponen Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dalam
mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai visi, misi dan arah kebijakan
pembangunan kesehatan yang disepakati bersama sebagai bentuk
penjabaran visi, misi Bupati terpilih dan arah kebijakan pembangunan di
Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023. Rencana Strategis ini juga
digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas
Kesehatan Kabupaten Pasuruan. Usaha mewujudkan visi, misi dan arah
kebijakan yangtertuang dalam dokumen Renstra ini perlu didukung
dengan strategi umum, yang kemudian diterjemahkan ke dalam
program-program pembangunan kesehatan dan selanjutnya diuraikan
kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program
tersebut.

Penyusunan Rencana Strategis ini dilakukan dengan mengacu
pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Renstra
Kementerian Kesehatan RI dan merupakan satu kesatuan dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan. Proses
penyusunan Renstra ditetapkan melalui proses teknokratik dengan
mempertemukan Bappeda dan Dinas Kesehatan untuk menyusun
rancangan Renstra, Proses Politik secara garis besar meliputi kegiatan
penyusunan rancangan Renstra dan Penelaahan Renstra kemudian
proses penetapan Renstra ditetapkan dengan legalisasi dokumen Renstra
oleh Kepala Dinas Kesehatan dan dijadikan pedoman dalam
menyempurnakan rancangan Renstra.

Berdasarkan proses tersebut maka Rencana Strategis Dinas
Kesehatan Kabupaten Pasuruan  mensinergikan perencanaan
pembangunan nasional dan daerah di bidang kesehatan melalui
pelaksanaan Program-Program Kesehatan di Kabupaten Pasuruan.
Selain itu urgensi penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten
Pasuruan ini adalah :

1. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Dinas

Kesehatan;

2. Dasar penilaian kinerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
3. Menjadi acuan penyusunan LAKIP.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan juga dapat dijadikan
bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara
lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan
masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Pasuruan,
khususnya di bidang kesehatan.
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Keterkaitan tahapan penyusunan RPJMD dan Renstra Dinas
Kesehatan meliputi gambaran umum kondisi daerah yang dijabarkan
dalam gambaran pelayanan perangkat daerah pada renstra, baik RPJMD
maupun Renstra memiliki substansi yang membahas permasalahan dan
isu strategis perangkat daerah serta strategi dan arah kebijakan, pada
RPJMD kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat
daerah dijabarakan menjadi rencana program dan kegiatan serta
pendanaan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan pada Renstra.

Landasan Hukum
Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten

Pasuruan Tahun 2019 secara normatif memperhatikan hirarki peraturan

perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan,;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

9. UU nomor 36 tahun 2009, tentang kesehatan ;

10. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional;

11. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit:

12. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan
Kedokteran

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;




14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan
Gender;

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Nomor Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum,;

Peraturan Presiden Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri Nomor 67 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang
Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;

Peraturan menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2016
tentang pedoman teknis pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah



30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019
tentang Standart teknis pemenuhan untuk pelayanan dasar pada
standart pelayanan minimal bidang kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020
—-2024;

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020
tentang penetapan bencana non alam penyebaran corona virus
disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional tanggal 13 April
2020.

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008
tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 374/Menkes/SK/V /2009
tentang Sistem Kesehatan Nasional;

Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor
HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana strategi Kementerian
Kesehatan tahun 2020-2024.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07-MENKES-4641-
2021 Tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan,
Karantina, Isolasi Dalam Pencegahan Covid-19.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07-
MENKES-4239-2021 Tentang Pemberian Insentif dan Santunan
Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19);

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Jawa Timur 2005 - 2025;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 2 Tahun 2006
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Jawa Timur tahun 2006 — 2025;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 3 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Jawa Timur Tahun 2014 - 2019.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang RPJPD Kabupaten
Pasuruan 2005-2025;

Peraturan Daerah No. 12 tahun 2010 tentang rencana tata ruang
wilayah Kabupaten Pasuruan tahun 2009-2029;

Peraturan Daerah No. 16 tahun 2016 tentang pembentukan dan
susunan Perangkat Daerah;
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47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah nomor 16 tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021
tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 2018 - 2023;

Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Rumah Sakit Umum Daerah

Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2018 tentang Kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinkes Kabupaten
Pasuruan;

Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan No. 1 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023;

Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan No. 141 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan

Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan No. 142 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Bangil
Kabupaten Pasuruan.

Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan No. 143 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Grati
Kabupaten Pasuruan.

Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan No. 144 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat
(UOBF PUSKESMAS )dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium
Kesehatan Daerah (UPT LABKESDA) Pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Pasuruan.

Keputusan Bupati Kabupaten Pasuruan Jawa Timur nomor
445/103/HK/424.013/2012 tentang RSUD Bangil ditetapkan
sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan perubahan Renstra Dinas Kesehatan
Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023, adalah :

1.

Sebagai pedoman dan arah bagi Dinas Kesehatan Kabupaten
Pasuruan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Periode
2018-2023

Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah
Kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara
kronologis dan berkelanjutan



1.4.

4.

Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah
dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat
penyusunan, penuangan ke dalam Dokumen Renstra hingga
penjabarannya ke dalam Rencana Kinerja (Renja) Tahunan dan
RAPBD.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten
Pasuruan adalah agar :

1.
2.

3.

Masing-masing komponen Renstra tersusun dengan baik;

Keterkaitan antar komponen Renstra Dinas Kesehatan menjadi jelas
dan tidak bias ;

Keterkaitan antara komponen Renstra Dinas Kesehatan dengan
RPJMD Kabupaten Pasuruan menjadi jelas dan tidak bias.

Sistematika Penulisan

Perencanaan Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan

disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang.
1.2 Landasan Hukum.
1.3 Maksud dan Tujuan.
1.4 Sistematika Penulisan.
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan
2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan
2.3 Kinerja Pelayanan OPD
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS
KESEHATAN
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan OPD
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Provinsi/Kabupaten/Kota
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Kesehatan
4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII.PENUTUP



BAB II

GAMBARAN LAYANAN DINAS KESEHATAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan
Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 8 tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah no. 16 tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati No 141 Tahun
2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata
kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.
Berikut Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan;

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN

DINAS KESEHATAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

Subbagian Subbagian SUB KOORDINATOR DAN
Penyusunan Umum dan KELOMPOK JABATAN
Program Dan Kepegawaian FUNGSIONAL
Pelaporan | | |
| | | |
Bidang Bidang Bidang Bidang
Kesehatan Pencegahan dan Pelayanan Sumber Daya Kesehatan
Masyarakat pengendalian Kesehatan
\ Pen\{akit | |

SUB KOORDINATOR DAN
KELOMPOK JABATAN
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Dinas Kesehatan merupakan salah satu unsur Organisasi Perangkat
Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam
menyelenggarakan pembangunan dibidang Kesehatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas maka Dinas
Kesehatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas ini mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Sedangkan dalam pelaksanaannya Dinas Kesehatan yang di pimpin oleh
Kepala Dinas dibagi atas satu Sekretariat dan empat Bidang yang masing —
masing mempunyai fungsi dan tugas pokok tersendiri,
Sekretariat dan 4 (empat) orang Kepala Bidang, yaitu :

a. Bidang Kesehatan Masyarakat

b. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

c. Bidang Pelayanan Kesehatan

d. Bidang Sumber Daya Kesehatan

gk owb

2.1.1 Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Penyusunan program

dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi:

a. Penyusunan perencanaan program/kegiatan;

b. pelaksanaan analisa dan pengelolaan administrasi
umum,kepegawaian, dan keuangan;

c. Pengelolaan administrasi asset perlengkapan dan barang milik
daerah/ negara

d. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubunga masyarakat dan protocol;

e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan
perundang-undangan;

f. pelaksanaan koordinasi penyelasaian masalah hukum (non yustisia) di
bidang kepegawaian;

g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidangterpadu;

h. pengelolaan administrasi dinas

i. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan

j- pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan pelaporan kinerja
organisasi tatalaksanan; dan

k. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretaris membawahi :

a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Kelompok Jabatan Fungsional.



a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai

tugas:

1) menyiapkan bahan penghimpunan data dan koordinasi
penyusunan program;

2) menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data;

3) menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program;

4) menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran;

5) menyiapkan bahan dan sistem informasi penyusunan rogram
dan pelaporan;

6) menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
program;

7) menyiapkan bahan laporan pelaksanaan program; dan m

8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

1) menyiapkan bahan penyusunan analisa, pengelolaan dan
perencanaan administrasi umum, kebutuhan kepegawaian
mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan
pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan,
kenaikan pangkat, sasaran kinerja pegawai, daftar urut
kepangkatan, sumpah/janji Aparatur Sipil Negara, gaji berkala,
kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, menyusun
standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional dan
menyelenggarakan pengelolaan administrasi aparatur sipil
negara lainnya;

2) menyiapkan bahan peningkatan disiplin dan kapasitas
sumberdaya;

3) menyiapkan bahan dan pengelolaan tata naskah dinas serta
tata kearsipan;

4) menyiapkan bahan pengelolaan dan pelaksanaan urusan
rumah tanga dinas;

5) menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan
masyarakat;

6) menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (non yustisia)
dibidang kepegawaiaan;

7) menyiapkan bahan dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan
urusan umum dan kepegawaian ; dan

8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

c. Kelompok jabatan Fungsional diantaranya :

1) Jabatan fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah;

2) Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Baran / Jasa
Pratama;

3) Jabatan Pelaksana analis data dan informasi;

4) Jabatan Pelaksana Bendahara;

5) Jabatan Pelaksana Analis Keuangan ;

6) Jabatan Pelaksana Pengadministrasian Keuangan

7) Jabatan Pelaksana Analis BMN

8) Jabatan Pelaksana Pengola BMN
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2.1.2 Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan

keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah
raga.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat

mempunyai fungsi :

a. penyusunan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerjadan kesehatan
olah raga;

b. koordinasi pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan
olah raga;

c. pelaksanaan bimbingan tsistem informasi di bidang kesehatan
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan
olah raga;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kesehatan
keluarga, gizi masayarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerjadan kesehatan
olah raga.

e. pelaksanaan administrasi di bidang kesehatan keluarga, gizi
masayarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat,
kesehatan lingkungan, kesehatan kerjadan kesehatan olah raga;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerjadan kesehatan
olah raga; dan

g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

2.1.3 Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit (P2P)

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di

bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit

menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan
kesehatan jiwa;

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit mempunyai fungsi:

a. penyusunan perumusan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi
dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular,
penyakit tular vektor, penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular,
upaya kesehatan jiwa dan NAPZA;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan
karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit
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tular vektor, penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular, upaya
kesehatan jiwa dan NAPZA;

koordinasi di bidang surveilans epidemiologi dan karantina,
pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular
vektor, penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular, upaya
kesehatan jiwa dan NAPZA;

pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans
epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit
menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik dan penyakit tidak
menular, upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan
NAPZA;

. pelaksanaan administrasi di bidang surveilans epidemiologi

dankarantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular,
penyakit tular vektor, penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular,
upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan NAPZA,;
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans
epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit
menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak
menular, upaya kesehatan jiwa dan NAPZA; dan

melaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.4 Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan
kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk
peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai
fungsi :

a.

penyusunan perumusan dan analisa kebijakan operasional di bidang
pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan
kesehatan tradisional dan jaminan kesehatan;

. pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan

primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan
tradisional fasilitas pelayanan kesehatan, mutu dan akreditasi,
kecelakaan lalu-lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan,
dan jaminan kesehatan;

koordinasi di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan
kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional fasilitas
pelayanan kesehatan, mutu dan akreditasi, kecelakaan lalu-lintas ,
penanggulangan bencana bidang kesehatan dan jaminan kesehatan;
penyelenggaraan sistem informasi di bidang pelayanan kesehatan
primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan
tradisional fasilitas pelayanan kesehatan, mutu dan akreditasi,
kecelakaan lalu-lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan
serta jaminan kesehatan;

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, di bidang pelayanan
kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan
tradisional fasilitas pelayanan kesehatan, mutu dan akreditasi,
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kecelakaan lalu-lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan
serta jaminan kesehatan;

f. pelaksanaan administrasi di bidang pelayanan kesehatan primer,
pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional
fasilitas pelayanan kesehatan, mutu dan akreditasi, kecelakaan
lalulintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan, dan jaminan
kesehatan;

g. pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan
kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan
tradisional fasilitas pelayanan kesehatan, mutu dan akreditasi,
kecelakaan lalu-lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan
dan jaminan kesehatan; dan

h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.5 Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang

Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

(PKRT) serta Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan

mempunyai fungsi :

a. penyusunan perumusan kebijakan operasional di bidang
kefarmasian, alat, sarana prasarana kesehatan, perbekalan
kesehatan rumah tangga dan sumber daya manusia fungsional
kesehatan;

b. pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat,
sarana prasarana kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga
dan sumber daya manusia fungsional kesehatan;

c. koordinasi di bidang kefarmasian, alat, sarana prasarana kesehatan,
perbekalan kesehatan rumah tangga dan sumber daya manusia
fungsional kesehatan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian,
alat, sarana prasarana kesehatan, perbekalan kesehatan rumah
tangga dan sumber daya manusia fungsional kesehatan;

e. pelaksanaan administrasi di bidang kefarmasian, alat, sarana
prasarana kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan
sumber daya manusia fungsional kesehatan;

f. pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang
kefarmasian, alat, sarana prasarana kesehatan, perbekalan
kesehatan rumah tangga dan sumber daya manusia fungsional
kesehatan; dan

g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan juga mempunyai beberpa unit
organisasi yang terdiri dari; Unit Organisasi bersifat khusus (UOBK),
Unit Organisasi Bersifat Fungsional (UOBF) dan Unit Pelaksana Teknis
(UPT).
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Unit Organisasi Bersifat Khusus terdiri dari ;
1. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangil
2. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD Grati.
Unit Organisasi Bersifat Fungsional terdiri dari ;
1. UOBF Puskesmas
Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri dari :
1. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda),

2.1.6 Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK)
1. RSUD BANGIL

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 142 tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Bangil
Kabupaten Pasuruan, bahwa RSUD Bangil merupakan salah satu
unsur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang
kesehatan di Kabupaten Pasuruan yang dipimpin oleh Direktur yang
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang dilaksanakan melalui

penyampaian laporan keuangan, lapoaran penggunaan dan
penatausahaan barang milik daerah dan laporan bidang
kepegawaiaan.

RSUD Bangil adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik
Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan karakteristik dan organisasi
yang bersifat khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan
Kesehatan Daerah.

Adapun Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Bidang adalah sebagai
berikut
1) Tugas Pokok
RSUD Bangil mempunyai tugas memberikan pelayanan Kesehatan
perorangan secara paripurna.
2) Fungsi

Untuk menjalankan tugas RSUD Bangil mempunyai fungsi ;

a) penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan
kesehatan sesuai dengan standart pelayanan rumah sakit

b) pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui
pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis;

c) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya
manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam
pemberian pelayanan Kesehatan; dan

d) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan
teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan
pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu
pengetahuan bidang Kesehatan.

Organisasi RSUD Bangil mengikuti klasifikasi rumah sakit
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. RSUD Bangil
merupakan rumah sakit umum kelas B yang menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Struktur organisasi RSUD Bangil terdiri atas ;
1. Direktur
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Wakil Direktur Pelayanan, membawabhi ;
e Bidang Pelayanan Medik;
e Bidang Pelayanan Keperawatan; dan
e Bidang Pelayanan Penunjang.
Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi ;
e Bagian Umum;
e Bagian Keuangan; dan
e Bagian Sumber Daya Manusia dan Pengembangan.
Dewan Pengawas
Pengawas Internal
Komite
Tim
Kelompok Jabatan Fungsional
Instalasi

3) Uraian Tugas
a) Direktur

b)

Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan rumah

sakit dalam rangka membantu Bupati dalam mendukung

penyelenggaraan pelayanan Kesehatan daerah

Dalam melaksanakan tugasnya direktur menyelenggarakan

fungsi:

1. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur rumah sakit;

2. penetapan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai
dengan kewenangannya,;

3. penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit;

4. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanan tugas
dan fungsi rumah sakit; dan

5. evaluasi, pencatatan dan pelaporan.

Wakil Direktur Pelayanan

Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas pengelolaan

pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang

medis dan nonmedis serta kendali mutu, kendali biaya dan

keselematan pasien

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Wakil

Direktur Pelayanan mempunyai fungsi :

1. penyusunan program pelayanan medis, keperawatan, dan
penunjang;

2. perumusan kebijakan di bidang pelayanan medis,
keperawatan, dan penunjang;

3. pengoordinasian, pemantauan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan pelayanan medis, keperawatan, dan penunjang;

4. pemberian arahan pelaksanaan dan pengembangan pelayanan
medis, keperawatan dan penunjang;

5. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan
pasien di bidang pelayanan medis, keperawatan, penunjang
medis, danpenunjang nonmedis;
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6.

7.

penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas danfungsinya; dan
pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Wakil Direktur
membawahi 3 bidang pelayanan ;

a) Bidang Pelayanan Medik;
b) Bidang Pelayanan Keperawatan; dan
c) Bidang Pelayanan Penunjang.

a) Bidang Pelayanan Medik

b)

Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan pelayanan medis, kendali mutu, kendali biaya

dan keselematan pasien

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang

Pelayanan Medik mempunyai fungsi :

1. penyusunan program pelayanan medis;

2. penyusunan regulasi di bidang pelayanan medis;

3. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan medis;

4. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan
keselamatan pasien di bidang pelayanan medis;

5. pemantauan dan evaluasi pelayanan medis, termasuk
implementasi standar akreditasi rumah sakit;

6. penyusunan laporan pertanggunggjawaban atas
pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan

7. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Wakil
Direktur.

Bidang Pelayanan Keperawatan

Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan serta

kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien.

Untuk  melaksanakan tugasnya, Bidang  Pelayanan

Keperawatan mempunyai fungsi :

1. penyusunan program pelayanan keperawatan;

2. penyusunan regulasi di bidang pelayanan keperawatan;

3. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan keperawatan;

4. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan
keselamatan pasien di bidang pelayanan keperawatan,;

5. pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan,
termasuk implementasi standar akreditasi rumah sakit;

6. penyusunan laporan pertanggunggjawaban atas
pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan

7. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Wakil
Direktur.

Bidang Pelayanan Penunjang

Bidang Penunjang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan pelayanan penunjang medis dan nonmedis serta
kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang
Penunjang mempunyai fungsi :
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penyusunan program pelayanan penunjang;

penyusunan regulasi di bidang pelayanan penunjang;

pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan penunjang;

pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan

keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang;

5. pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang, termasuk
implementasi standar akreditasi rumah sakit;

6. penyusunan laporan pertanggunggjawaban atas
pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan

7. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Wakil

Direktur.

i e

c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Wakil Direktur Keuangan dan Umum mempunyai tugas

melaksanakan melaksanakan pengelolaan administrasi umum,
keuangan, sumber daya manusia dan pengembangan serta kendali
mutu dan biaya-biaya

Untuk melaksanakan tugasnya, Wakil Direktur Keuangan

dan Umum mempunyai fungsi :

1.

7.

penyusunan program pengelolaan administrasi umum,
keuangan, serta sumber daya manusia dan pengembangan;

. perumusan kebijakan di bidang administrasi umum, keuangan,

serta sumber daya manusia dan pengembangan,;
pengoordinasian, pemantauan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, keuangan, serta
sumber dayamanusia dan pengembangan;

pemberian arahan pelaksanaan dan peningkatan pengelolaan
administrasi umum, keuangan, serta sumber daya manusia
danpengembangan;

pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya di bagian
administrasi umum, keuangan, serta sumber daya manusia
dan pengembangan;

penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas danfungsinya; dan

pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Wakil Direktur Umum
dan Keuangan membawabhi:

a) Bagian Umum;

b) Bagian Keuangan; dan

c) Bagian Sumber Daya Manusia dan Pengembangan.
d)

a) Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pelayanan
hukum dan kerja sama, pemasaran, kehumasan dan
pengelolaan sarana dan prasarana serta kendali mutu dan
kendali biaya.
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Untuk melaksanakan tugas, Bagian Umum mempunyai
fungsi;

1)
2)
3)

4)
5)
6)

7)
8)

penyusunan program administrasi umum;

penyusunan regulasi di bidang administrasi umum;
pengoordinasian dan pelaksanaan administrasi umum
meliputi:

e pengelolaan ketatausahaan;

e pelayanan hukum dan kerja sama;

e pengelolaan promosi dan pemasaran;

e pengelolaan kehumasan;

e pengelolaan kerumahtanggaan,;

e pengelolaan sarana dan prasarana;

pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya di bagian
administrasi umum;

pemantauan dan evaluasi pelayanan administrasi umum,
termasuk implementasi standar akreditasi rumah sakit;
penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas dan

fungsinya; dan

pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Wakil
Direktur.

b) Bagian Keuangan

p

p
a

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
enganggaran, dan perbendaharaan, pengelolaan
endapatan dan piutang, verifikasi, mengelola system
kuntansi dan laporan keuangan serta pengelolaan aset.

Untuk melaksanakan tugas, Bagian Keuangan mempunyai
fungsi:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

penyusunan program pengelolaan keuangan,;

penyusunan regulasi pengelolaan keuangan;

pengoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan keuangan

meliputi:

e penyusunan rencana dan pelaksanaan penganggaran
dan perbendaharaan;

e penyusunan rencana dan pelaksanaan pengelolaan
pendapatan dan verifikasi;

e penyusunan rencana dan pelaksanaan sistem
akuntansi dan aset;

pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, efisiensi dan

efektivitas dalam pengelolaan keuangan;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan

keuangan, termasuk implementasi standar akreditasi

rumah sakit;

penyusunan laporan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan

pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Wakil

Direktur.
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c¢) Bagian Sumber Daya Manusia dan Pengembanngan
Bagian Sumber Daya Manusia dan Pengembangan
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya
manusia, pengorganisasian, pendidikan, pelatihan
dan penelitian serta perencanaan dan pengembangan.
Untuk melaksanakan tugasnya, bagian sumberdaya manusia
dan pengembangan melaksanakan fungsi ;

1) penyusunan program pengelolaan sumber daya manusia,
pendidikan dan pelatihan serta perencanaan, penelitian dan
pengembangan,;

2) penyusunan regulasi pengelolaan sumber daya manusia,
pendidikan dan pelatihan serta perencanaan, penelitian dan
pengembangan,;

3) pengoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya
manusia, pendidikan dan pelatihan serta perencanaan,
penelitian danpengembangan;

4) pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, efisiensi dan
efektivitasdalam pengelolaan sumber daya manusia,
pendidikan dan pelatihanserta perencanaan, penelitian dan
pengembangan;

5) pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya
manusia, pendidikan dan pelatihan serta perencanaan,
penelitian dan pengembangan, termasuk implementasi
standar akreditasi rumah sakit;

6) penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas dan fungsinya; dan

7) pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Wakil
Direktur.

2. RSUD Grati

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 143 tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Grati
Kabupaten Pasuruan, bahwa RSUD Grati merupakan
fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan
dengan karakteristik dan organisasi yang bersifat khusus untuk
mendukung penyelenggaraan pelayanan Kesehatan daerah.
RSUD Grati dipimpin oleh Direktur yang merupakan seorang tenaga
medis dan memiliki kemampuan serta keahlian di bidang
perumahsakitan. Direktur yang bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas yang dilaksanakan melalui penyampaian laporan keuangan,
lapoaran penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah dan
laporan bidang kepegawaiaan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 141
tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
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Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, RSUD
Grati merupakan unit Organisasi bersifat Khusus.

Adapun Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Bidang adalah sebagai
berikut
1) Tugas Pokok
RSUD Grati mempunyai tugas memberikan pelayanan Kesehatan
perorangan secara paripurna.
2) Fungsi
Untuk menjalankan tugas RSUD Grati mempunyai fungsi ;

a)
b)

)

d)

penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan
kesehatan sesuai dengan standart pelayanan rumah sakit
pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui
pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis;
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya
manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam
pemberian pelayanan Kesehatan; dan

penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan
teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan
pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu
pengetahuan bidang Kesehatan

RSUD Grati Kabupaten Pasuruan adalah Rumah Sakit Kelas C

yang menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah sesuai dengan Ijin Operasional tanggal 10 Februari 2021 Nomor
503/001/I0RS.U/11/424.086/2021 yang diterbitkan oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan.

Struktur Organisasi RSUD Grati Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor

143 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit

Umum Daerah Grati Kabupaten Pasuruan.

Struktur organisasi RSUD Grati terdiri dari;

a. Direktur

b. Bidang Pelayanan Medik, membawahi

1.
2.

Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan, dan
Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap

c. Bidang Pelayanan Keperawatan, membawahi

1.
2.

Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan, dan
Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap

d. Bidang Pelayanan Penunjang, membawahi

1.
2.

Seksi Pelayanan Penunjang Medik, dan
Seksi Pelayanan Penunjang Nonmedik

e. Bagian Umum dan Keuangan, membawahi

1.
2.
3.

Subbagian Tata Usaha dan sumber daya manusia
Subbagian Keuangan dan Aset, dan
Subagian Perencanaan dan Pengembangan.

f. Dewan Pengawas

Satuan pengawas internal
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h. Komite

i. Tim

j- Kelompok Jabatan fungsional, dan

k. Instalasi

3) Uraian Tugas

a. Direktur

Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan rumah sakit

dalam rangka membantu Bupati dalam mendukung penyelenggaraan

pelayanan kesehatan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur menyelenggarakan fungsi ;

1) koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur rumah sakit;

2) penetapan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan
kewenangannya,;

3) penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit;

4) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan
fungsi rumah sakit; dan

5) evaluasi, pencatatan dan pelaporan

b. Bidang Pelayanan Medik :

Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan pelayanan medis rawat jalan, gawat darurat, dan rawat
inap.

Untuk melaksanakan tugasnya, bidang pelayanan medik
menyelenggarakan fungsi;
1) penyusunan rencana pemberian pelayanan medis;
2) pengelolaan pelayanan medis;
3) pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di
bidang pelayanan medis;
4) pemantauan dan evaluasi pelayanan medis; dan
5) pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.
Bidang Pelayanan Medik membawabhi:
e Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan; dan
e Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap.
Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan sebagaimana dimaksud mempunyai
tugas:
1) menyusun rencana pemberian pelayanan medis rawat jalan dan
gawat darurat;
2) mengelola pelayanan medis rawat jalan dan gawat darurat;
3) melaksanakan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan
pasien di bidang pelayanan medis rawat jalan dan gawat darurat;
4) memantau dan mengevaluasi pelayanan medis rawat jalan dan
gawat darurat; dan
5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap sebagaimana dimaksud mempunyai
tugas :
1) menyusun rencana pemberian pelayanan medis rawat inap;
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2) mengelola pelayanan medis rawat inap;
3) melaksanakan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan
pasien di bidang pelayanan medis rawat inap;
4) memantau dan mengevaluasi pelayanan medis rawat inap; dan
5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
. Bidang Pelayanan Perawatan
Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan pelayanan keperawatan rawat jalan, gawat darurat dan
rawat inap.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan
Keperawatan menyelenggarakan fungsi :
1) penyusunan rencana pemberian pelayanan keperawatan;
2) pengelolaan pelayanan keperawatan;
3) pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di
bidang pelayanan keperawatan,;
4) pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan; dan
5) pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Bidang Pelayanan Keperawatan membawahi:
e Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan; dan
e Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap.
Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud,
mempunyai tugas:
1) menyusun rencana pemberian pelayanan keperawatan rawat jalan
dan gawat darurat;
2) mengelola pelayanan keperawatan rawat jalan dan gawat darurat;
3) melaksanakan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan
4) pasien di bidang pelayanan keperawatan rawat jalan dan
gawatdarurat;
5) memantau dan mengevaluasi pelayanan keperawatan rawat jalandan
gawat darurat;
6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap sebagaimana dimaksud
mempunyai tugas :
1) menyusun rencana pemberian Pelayanan Keperawatan Rawat Inap;
2) mengelola pelayanan keperawatan rawat inap;
3) melaksanakan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien
di bidang pelayanan keperawatan rawat inap;
4) memantau dan mengevaluasi pelayanan keperawatan rawat inap;
dan
5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
d. Bidang Pelayanan Penunjang
Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan pelayanan penunjang medis dan nonmedis.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan

Penunjang menyelenggarakan fungsi:

1) penyusunan rencana pemberian pelayanan Penunjang;

2) pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan Penunjang;

3) pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di
bidang pelayanan penunjang;

4) pengelolaan rekam medis;

5) pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang; dan

6) pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Bidang Pelayanan Penunjang membawahi :
e Seksi Pelayanan Penunjang Medik; dan
e Seksi Pelayanan Penunjang Nonmedik.

Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud mempunyai

tugas:

1) menyusun rencana pemberian Pelayanan Penunjang Medik;

2) mengelola pelayanan penunjang medik meliputi laboratorium,
radiologi, kefarmasian, pemulasaraan jenazah, rekam medis,
danpelayanan penunjang medis lain;

3) melaksanakan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien
di bidang pelayanan penunjang medik; dan

4) memantau dan mengevaluasi pelayanan Penunjang Medik; dan

5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Pelayanan Penunjang Nonmedik sebagaimana dimaksud

mempunyai tugas menyusun rencana pemberian Pelayanan Penunjang

Nonmedik;

1) menyusun rencana pemberian Pelayanan Penunjang Nonmedik;

2) mengelola pelayanan penunjang nonmedik meliputi sterilisasi,
binatu, gizi, gas medis, pemeliharaan sarana medis, pemeliharaan
sarana non medis, sanitasi dan pelayanan penunjang nonmedik
lain;

3) melaksanakan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien
di bidang pelayanan penunjang nonmedis; dan

4) memantau dan mengevaluasi pelayanan Penunjang Nonmedik; dan

5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

e. Bagian Umum dan Keuangan
Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
administrasi umum dan keuangan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian
Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:
1) pengelolaan ketatausahaan;
2) pengelolaan kerumahtanggaan;
3) pengelolaan pelayanan hukum dan kemitraan;
4) pengelolaan pemasaran;
5) pengelolaan kehumasan;
6) pengelolaan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi;
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7) pengelolaan penelitian dan pengembangan;

8) pengelolaan sumber daya manusia;

9) pengelolaan pendidikan dan pelatihan;

10) perencanaan anggaran;

11) perbendaharaan dan mobilisasi dana;

12) akuntansi; dan

13) pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Bagian Umum dan Keuangan membawabhi:

e Subbagian Tata Usaha dan Sumber Daya Manusia;

e Subbagian Keuangan dan Aset; dan

e Subbagian Perencanaan dan Pengembangan.
Setiap subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
dalam nmelaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian.
Subbagian Tata Usaha dan Sumber Daya Manusia sebagaimana
dimaksud mempunyai tugas:

1) mengelola ketatausahaan dan kerumahtanggaan;

2) mengelola hukum dan regulasi;

3) mengelola sistem informasi;

4) mengelola promosi, pemasaran dan kerja sama;

5) mengelola pengadaan, pemeliharaan dan pengembangan
sarana dan prasarana;

6) menyiapkan bahan pengadaan dan pengelolaan administrasi,
mutasi, analisis jabatan, penilaian kinerja, remunerasi dan
pembinaan sumber daya manusia; dan

7) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian.

Subbagian Keuangan dan aset sebagaimana dimaksud mempunyai
tugas :

1) melakukan penyiapan perbendaharaan dan tata wusaha
keuangan,;

2) melaksanakan kegiatan penerimaan dan pendapatan;

3) melaksanakan kegiatan pengeluaran dan belanja;

4) melakukan kegiatan verifikasi keuangan meliputi pendapatan,
belanja, piutang, hutang dan aset;

5) melakukan kegiatan akuntansi keuangan dan akuntansi
manajemen  serta  penatausahaan, pemanfaatan dan
penghapusanserta pelaporan aset;

6) menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil
pemeriksaan; dan

7) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian.

Subbagian Perencanaan Dan Pengembangan sebagaimana dimaksud
mempunyai tugas :

1) mengelola bahan perencanaan program;

2) mengelola evaluasi dan pelaporan program;
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2.1.7 Unit Organisasi Bersifat Fungsional (UOBF)
Berdasarkan Peraturan Bupati No.

3) melaksanakan, fasilitasi dan koordinasi

akreditasi;

4) mengelola pelaporan program dan anggaran;

5) mengelola pengembangan;

6) mengelola pengorganisasian dan tata kerja;

perizinan dan

7) mengelola, fasilitasi dan koordinasi perizinan dan akreditasi;

dan

8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian.

141 Tahun 2021 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Dinas Kesehatan Kabupaten Psuruan, Bahwa Unit organisasi yang
bersifat fungsional yaitu Puskesmas atau UOBF Puskesmas yang

sejumlah 33 (tiga puluh tiga) unit ; dan berdsasarkan Peraturan Bupati
No. 144 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Bersifat
Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat (UOBF Puskesmas) dan Unit
Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah (UPT Labkesda).

UOBF
1.
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Puskesmas terdiri dari ;

UOBF Puskesmas Purwodadi
UOBF Puskesmas Nongkojajar
UOBF Puskesmas Sumberpitu
UOBF Puskesmas Puspo
UOBF Puskesmas Tosari
UOBF Puskesmas Lumbang
UOBF Puskesmas Pasrepan
UOBF Puskesmas Kejayan
UOBF Puskesmas Ambil-ambil

. UOBF Puskesmas Wonorejo

. UOBF Puskesmas Purworejo

. UOBF Puskesmas Karangrejo

. UOBF Puskesmas Prigen

. UOBF Puskesmas Bulukandang
. UOBF Puskesmas Sukorejo

. UOBF Puskesmas Pandaan

. UOBF Puskesmas Sebani

. UOBF Puskesmas Gempol

. UOBF Puskesmas Kepulungan

. UOBF Puskesmas Beji

. UOBF Puskesmas bnagil

. UOBF Puskesmas Raci

. UOBF Puskesmas Rembang

. UOBF Puskesmas Kraton

. UOBF Puskesmas Ngempit

. UOBF Puskesmas Pohjentrek

. UOBF Puskesmas Gondangwetan
. UOBF Puskesmas Rejoso
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29. UOBF Puskesmas Winongan

30. UOBF Puskesmas Grati

31. UOBF Puskesmas Kedawungwetan
32. UOBF Puskesmas Lekok

33. UOBF Puskesmas Nguling

UOBF Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan
kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah
kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UOBF
Puskesmas menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya

UOBF Puskesmas dipimpin oleh pejabat fungsional tenaga
Kesehatan yang diberi tugas tambahan yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Berdsasarkan Peraturan Bupati No. 144 Tahun 2021 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan
Masyarakat (UOBF Puskesmas) dan Unit Pelaksana Teknis
Laboratorium Kesehatan Daerah (UPT Labkesda) Pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Pasuruan. Susunan Organisasi UOBF Puskesmas terdiri
dari ;

1. Kepala UOBF Puskesmas

2. Penanggung Jawab

3. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Jabatan Pelaksana.

Susunan Penanggung Jawab terdiri dari ;
1. Penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan
Masyarakat yang terdiri atas :
a) koordiantor pelayanan promosi kesehatan;
b) koordinator pelayanan kesehatan lingkungan,;
c) koordinator pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
d) koordinator pelayanan gizi yang bersifat UKM;
e) koordinator pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
f) koordinator pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
g) koordinator pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
2. Penanggung jawab UKM pengembangan yang terdiri atas :
a) koordinator pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
b) koordinator pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
c) koordinator pelayanan kesehatan olahraga;
d) koordinator pelayanan kesehatan kerja;
e) koordinator pelayanan kesehatan lainnya.
3. Penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium yang terdiri
atas :
a) koordinator pelayanan pemeriksaan umum;
b) koordinator pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
c) koordinator pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
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d) koordinator pelayanan gawat darurat;
e) koordinator pelayanan gizi yang bersifat UKP;
f) koordinator pelayanan persalinan;
g) koordinator pelayanan kefarmasian,;
h) koordinator pelayanan laboratorium.
4. Penanggung jawab jaringan pelayanan UOBF Puskesmas dan
jejaring UOBF Puskesmas yang terdiri atas :
a) puskesmas pembantu;
b) puskesmas keliling;
c) praktik bidan desa;
d) jejaring puskesmas.
5. Penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan UOBF
Puskesmas;
6. Penanggung jawab mutu yang terdiri atas :
a) koordinator keselamatan pasien,;
b) koordinator PPI (Pencegahan dan Pengendalian
c) koordinator manajemen risiko;
d) koordinator audit internal;
e) koordinator K3 (kesehatan dan keselamatan kerja);(
f) koordinator mutu KMP, UKM, dan UKP.
7. Penanggung jawab tata usaha yang terdiri atas :
a) koordinator umum dan kepegawaian
b) koordinator keuangan;
c) koordinator penyusunan progran dan pelaporan

2.1.8 UPT Kesehatan LABKESDA

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah
organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas yang selanjutnya disebut
UPT Laboratorium Kesehatan Daerah (UPT Lakesda)

Berdsasarkan Peraturan Bupati No. 144 Tahun 2021 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan
Masyarakat (UOBF Puskesmas) dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium
Kesehatan Daerah (UPT Labkesda) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Pasuruan, bahwa UPT Labkesda dipimpin Oleh Kepala UPT yang diangkat
dari pejabat Struktural Eselon IV, serta dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
Susunan Organisasi UPT Lbakesda pada Dinas Kesehatan sebagaimana
adalah sebagai berikut :

1. Kepala UPT Labkesda
2. Kelompok Jabatan Fungsional,;
3. Jabatan Pelaksana.

1. Tugas dan Fungsi UPT Labkesda
UPT Labkesda mempunyai tugas:
a. melaksanakan Pelayanan Laboratorium kesehatan mencakup
Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
melalui kegiatan pemeriksaan Laboratorium dan kegiatan rujukan;
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b.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepada Dinas
Kesehatan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud UPT Labkesda
menyelenggarakan fungsi :

a.

sebagai pemberi pelayanan Laboratorium Klinik
berfungsimenunjang Upaya Kesehatan Perorangan yang mencakup
upaya promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan
danpemulihan kesehatan yang ditujukan terhadap perorangan; dan
sebagai pemberi pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat,
berfungsi menunjang Upaya Kesehatan Masyarakat yang mencakup
upaya pemeliharaan  kesehatan, Pemberantasan Penyakit,
penyehatan lingkungan, pengamanan penggunaan zat adiktif dalam
makanan dan minuman, serta pengamanan narkotika, psikotropika,
zat adiktif dan bahan berbahaya.

2. Tugas Kepala UPT Labkesda

1)
2)
3)

4)

5)

melaksanakan pengembangan sistem perencanaan laboratorium.
melaksanakan pengembangan ketatausahaan.

melaksanakan pengembangan pada pemeriksaan laboratorium
klinik dan kesehatan lingkungan.

melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan maupun instansi lain di luar
Labkesda.

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

2.2 Sumber Daya
2.2.1 Sumber Daya Dinas Kesehatan
1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Dinas Kesehatan meliputi Sumbe daya
manusia UPT Kesehatan Puskesmas dan UPT Kesehatan LABKESDA
(Laboratorium Kesehatan Daerah).

Susunan kepegawaian Dinas Kesehatan dapat dikelompokkan
menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan status
kepegawaiannya.

Menurut golongan kepangkatan, pegawai Dinas Kesehatan dapat
dikelompokkan menjadi :

Tabel 2.1 ;Distribusi Pegawai (PNS) berdasarkan golongan

No Kepangkatan L P Jumlah
1 | Golongan IV 16 16 31
2 | Golongan III 204 468 672
3 | Golongan II 107 316 423
4 | Golongan I 11 5 16
338 805 1143
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b. Menurut tingkat dan jenis pendidikan, pegawai Dinas Kesehatan
dapat dikelompokkan menjadi :

Tabel 2.2 ; distribusi pegawai menurut status kepegawainnya

PENDIDIKAN

STATUS KEPEGAWAIAN

NO PNS Kontrak | PTT THL JUMLAH
P;igﬂi; Jenis L P L|P|L|P|L]| P L P L+P
1 S2 Kesehatan | 3 3 0|0 |O0|O|O 0 3 3 6
Umum 5 3 o|lojojlo]o] o 5 3 8
2 S1 dr. 28 | 40 | O | O O] O | 1| 7 | 29 | 47 76
drg. 8 29 [ oo |o|lo |1 1 9 30 39
Apt. 4 8 o|o|o|lo]o 1 4 9 13
SKM 7 15 oflo|olo|o]| 4 7 19 26
ST 4 4 o|lojolo]|2]o 6 4 10
Analis 0 1 o|lojojlo]o] o 0 1 1
Gizi 0 4 ol o0|o|o0|oO 1 o 5 5
Perawat 12 9 o|lo|o|lo]|o]| 4 | 12| 13 25
Bidan 1 30 | o|lojo|lo|o]| 2 1 32 33
Umum 28 | 19 | 2| 3|o|o| 4| 8 | 3 | 30 64
3 D3 Akper 71 | 83 | 4 | 28| 0| 0 |24 | 38 | 99 | 149 | 248
AKL 2 8 o|l1]o|lo]o] o 2 9 11
AKZI 2 19 o|3|olo0o]oO 0 2 22 24
AKG 0 8 o|1]|o]|0] o 1 0 10 10
AAK 1 24 ol ofo|lo| 1| 2 2 26 28
ATEM 0 2 o|lojolo]o] o 0 2 2
Apro 4 0 o|lojolo]o] o 4 0 4
Akfis 1 1 o|lojolo]o] o 1 1 2
Akbid 0 | 234 | 0o| 20|36 | 0|8 | o | 470 | 470
Farmasi 3 6 0 0 |0] O 0 1 3 7 10
ﬁ:;‘; 0 o |olololo|o| ol o 0 0
Umum 2 4 o|1]|o]|0] o 1 2 6 8
4 SLTA SPRG 4 5 1| o]ojlo]o] o 5 5 10
SPPH 2 2 0 o |0 O 0 0 2 2 4
Bidan 0 3 | 0|0 |O|O0]|oO 2 o 40 40
SPK 22 | 27 | o | o |o|o| 2] 3 | 24| 30 54
SMAK 2 2 o|o|o|lo]| 3] 2 5 P 9
SMF 5 12 | 1| 1]olo|lo]| 3 6 16 22
SPAG 2 3 o|o|o|o]o 1 2 4 6
Pekkes 6 8 0 o |0 O 0 0 6 8 14
Unum 77 | 88 | 10| 2 |0o| 0 | 42| 35 | 1290| 125 | 254
5 SLTP PKU/C 2 0o o o0ojojo0 0| O 2 ] 2
Pekkes 0 0 o|lo]olo]o] o 0 0 0
Umum 17 ] 19| 2]0]ojlo| 7] 2 | 26| 21 a7
6 SD 8 6 1| ofofo 3 14 9 23
JUMLAH 333 | 764 | 21 | 42 |0 | 36 | 92 | 206 | 446 | 1162 | 1608

Sumber : Subag Kepegawaian Dinkes Kabupaten Pasuruan th 2020
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c. Menurut Tingkat Jabatan Eselon pegawai Dinas Kesehatan
Table 2.3 ; Distribusi pegawai Dinas Kesehatan berdasarkan kelompok

eselon
NO Uraian Jumlah
L P Jumlah
1 Eselon 11 1 1
2 Eselon III 2 3 5
3 Eselon IV 2 1 3
4 | Fungsional 219 725 944
5 | Non Fungsional 230 345 S75
454 1.074 1528

2) Sarana dan Prasarana

Dinas Kesehatan menempati ruangan/gedung seluas 1.2Ha,

menggunakan fasilitas kendaraan dinas sebanyak 423 unit dengan
rincian sebagai berikut :

7
*

% Kendaraan roda 4 (empat)
% Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak
Untuk menunjang kegiatan administratif Dinas Kesehatan didukung oleh
fasilitas komputer sebanyak 63 unit di kantor dinas kesehatan dan 356
UPT Kesehatan Laboratorium
Kesehatan Daerah sebanyak 5 unit, Telephon 3 saluran di kantor dinas

kesehatan dan 35 saluran di UPT kesehatan Puskesmas ,

unit di

141 unit
282 unit

UPT kesehatan Puskesmas,

saluran dan speedy internet 2 unit, LCD sebanyak 17 unit.

Ketersediaan fasilitas perlengkapan kerja tersebut dinilai cukup memadai
untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagian pejabat dan pegawai

dijajaran Dinas Kesehatan.

2.2.2 Sumber Daya RSUD Bangil
1) Sumber Daya Manusia RSUD Bangil

Tenaga medis dan paramedis merupakan pendukung utama dalam
pelayanan kesehatan di RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan, untuk itu
diperlukan SDM yang mencukupi dari segi kualitas maupun kuantitas
Standart Pelayanan Rumah Sakit Tipe B, oleh karena itu RSUD Bangil
senantiasa berupaya meningkatkan mutu pelayanan dengan memenuhi
jumlah kebutuhan dan kompetensi tenaga kerjanya baik medik maupun
non medik. Untuk meningkatkan produktivitas karyawan, senantiasa
diupayakan peningkatan kesejahteraan pegawai, pengembangan karier
melalui pendidikan formal maupun non formal, dalam bentuk kursus dan
pelatihan yang dilaksanakan baik di dalam maupun diluar Rumah Sakit.
Jumlah sumber daya manusia yang mendukung kegiatan pelayanan,
pendidikan, dan penelitian di RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan seperti
tabel dibawah Ini :
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Table 2.4 ; distribusi pegawai menurut status kepegawaian

STATUS
NO JENIS PEGAWAI PNS HONDA | NonPNs | PkwT | JUMLAH
1 STRUKTURAL 21 21
2 |DOKTER
a DOKTER UMUM 7 13 20
b DOKTER GIGI 3
3 DOKTER SPESIALIS
1 SP. ANAK 3 4
2 SP. ANASTESI 3 3
3 SP. BEDAH 2 1 3
4 SP. BEDAH SYARAF 1 1
5 SP. KULIT & KELAMIN 2 2
6 SP. MATA 1 1 2
7 SP. OBSGYN 2 3 5
8 SP. ORTHOPEDI 2 1 3
9 SP. PARU 3 3
10 SP. PATOLOGI ANATOMI 2 2
11 SP. PATOLOGI KLINIK 2 2
12 SP. PENYAKIT DALAM 2 4 6
13 SP. RADIOLOG! 2 2
14 SP. REHAB MEDIK 1 1
15 SP. SARAF 1 1 2
16 SP. THT 1 1 2
17 SP. ANDROLOGI 1 1
19 Sp. KONSULTAN ANAK
20 Sp. KONSULTAN BEDAH 1 1
Onk
21 SP. KONSULTAN OBSGYN 2 2
22 SP. KONSULTAN 5 5
PENYAKIT DALAM
23 SP. KONSULTAN REHAB 1 1
MEDIK
! Sp. JANTUNG PEMBULU 1 1 5
DARAH
25 Sp. UROLOGI 1 1
26 SP. BEDAH MULUT 1 1
27 SP. KONSERVASI GIGI 1 1
28 SP. ORTODENSIA 1 1
29 SP. PENYAKIT MULUT 1 1
30 SP. KESEHATAN JIWA 1 1
TOTAL DOKTER SPESIALIS 55
4 | APOTEKER
APOTEKER SPESIALIS 2 2
b APOTEKER 8 6 14
c ASISTEN APOTEKER 15 16 31
TOTAL PETUGAS FARMASI 47
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STATUS

NO JENIS PEGAWAI PNS HONDA | NonPNs | PkwT | JUMLAH
5 | PERAWAT
a PERAWAT 162 1 152 55 370
b PERAWAT GIGI 4 1 5
c PERAWAT ANASTESI 6 6
TOTAL PERAWAT 381
6 | BIDAN 27 32 59
GlzZI
7 a AHLI GIZI 4 10 14
b JURU MASAK 10 12
c DISTRIBUSI GIZI 17 17
TOTAL PETUGAS GIZI 43
8 | RADIOLOGI 10 4 14
9 | ANALIS KESEHATAN 15 7 22
10 | ELEKTROMEDIS 1 4 5
11 | GAS MEDIS 3 3
REHAB MEDIK
a FISIOTHERAPY 3 1 4
b OKUPASI TERAPIS 1 1
b c REFRAKSIONIS 1 1
d TERAPI WICARA 1 1
TOTAL PETUGAS REHAB MEDIK 7
13 | PSIKOLOGI KLINIS 1 1
14 | BANK DARAH 1 4 5
15 | SANITARIAN 3 1 4
16 | KAMAR JENAZAH 8 8
REKAM MEDIK
17 a PELAKSANA REKAM
MEDIK 3 4 7
b ADMIN REKAM MEDIK 3 23 26
TOTAL PETUGAS REHAM MEDIK 33
CSSD
18 a STERILISASI 3 9 12
b LOUNDRY 5 7 12
TOTAL PETUGAS CSSD 24
19 | IPSNON MEDIK 2 8 10
20 | JURU PARKIR 21 21
21 | CLEANING SERVICE 51 51
22 | GARDEN 10 10
23 | ADMIN 20 143 9 172
JUMLAH 357 1 508 152 1018

Sumber data : Kepegawaian RSUD Bangil tahun 2020




2)

Sarana dan Prasarana RSUD Bangil

RSUD Bangil sebagai rumah sakit tipe B harus dapat
menyediakan pelayanan rujukan level B bagi rumah sakit dan pemberi
pelayanan kesehatan lain di wilayah Kabupaten Pasuruan Jawa
Timur, baik dalam segi peralatan medis yang canggih juga aset yang
dimiliki oleh RSUD Bangil. Beberapa peralatan medis canggih telah
tersedia di RSUD Bangil yaitu terutama untuk keperluan pelayanan
radiodiagnostik, laboratorium, ICU/CVCU, alat pembedahan, dan
rehabilitasi.

Adapun sumber daya aset yang mendukung Kinerja Pelayanan,
Pendidikan, Penelitian dan Administrasi di RSUD Bangil Kabupaten
Pasuruan Tahun 2020 seperti tabel dibawah ini :

Tabel. 2.5 ; Daftar sarana prasarana yang sesuai standart

Kondisi aset
No Jenis aset . Tidak Sesuai
Sesuai Standart
Standart
1 | Bangunan/Ruang Gawat Darurat v
2 | Bangunan/Ruang Rawat Jalan v
3 | Bangunan/Ruang Rawat Inap v
4 | Bangunan/Ruang Bedah/Kamar Operasi \
5 | Bangunan/Ruang Rawat Intensif v
6 | Bangunan/Ruang lIsolasi v
7 | Bangunan/Ruang Radiologi '
8 | Bangunan/Ruang Laboratorium Klinik '
9 | Bangunan/Ruang Farmasi v
10 | Bangunan/Ruang Gizi v
11 | Bangunan/Ruang Rehabilitasi Medik '
12 | Bangunan/Ruang Pemeliharaan Sarana dan '
Prasarana
13 | Bangunan/Ruang Pengelolaan Limbah \'
14 | Bangunan/Ruang Sterilisasi v
15 | Bangunan/Ruang Laundry dan CSSD \'
16 | Bangunan/Ruang Pemulasaran Jenazah \'
17 | Bangunan/Ruang Administrasi v
18 | Bangunan/Ruang Gudang v
19 | Bangunan/Ruang Sanitasi v
20 | Ambulan \
21 | Ruang Komite Medis \'
22 | Ruang PKMRS v
23 | Ruang Perpustakaan v
24 | Ruang jaga Ko Ass v
25 | Ruang Pertemuan v
26 | Bangunan/Ruang diklat v
27 | Ruang Diskusi \'
28 | Skill Lab dan Audio Visual v
29 | Sistem Informasi Rumah Sakit
30 | Sistem Dokumentasi Medis
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31 | Listrik/genset '
32 | Air v
33 | Gas Medis \
34 | Limbah Cair v
35 | Limbah Padat v
36 | Penanganan Kebakaran v
37 | Perangkat Komunikasi (24 jam) v
38 | Tempat Tidur v
Tabel 2. 6 : Jumlah Data Barang bergerak RSUD Bangil
No Jenis barang Jumlah Satuan
Alat kendaraan bermotor Buah
1 | Jenis Ambulance 6 Buah
2 | Jenis Station wagon 4 Buah
3 | Jenis sepeda motor 5 Buah
4 | Jenis rodatiga 1 Buah
Alat Kedokteran Canggih
1. | Automatic CPR (PACKAGE : COMPREHENSIVE Buah
+ DEVIBRILATOR
2. | Broncosscophy 1 Buah
3. | DC Shock 5 Buah
4. | Dental Chair 4 Buah
5. | ECG 12 Channel 4 Buah
6. Hearing screening OAE 1 Buah
7. | Spirometri 2 Buah
8. | Panoramic Digital 1 Buah
9. | Microskope bedah saraf 1 Buah
10. | Mechine anestesi 6 Buah
11. | Ultrasonografi 4D 3 Buah
12. | Patient monitor 40 Buah
13. | Endoscopy/Laparoscopy/Arthoscopy 1 Buah
14. | Operating lamp 6 Buah
15. | Operating Table 6 Buah
16. | Ventilator 15 Buah
17. | Elektrocauter 1 Buah
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No Jenis barang Jumlah Satuan
18. | A/BScan 1 Buah
19. | Biosafety Cabinet 2 Buah
20. | Computerized Tomography scan 16 slicce 1 Buah
21. | Bed Obgyn Elektrik 7 Buah
22. | Electroterapy and elektrodiagnostic 1 Buah
23. | Incubator 4 Buah
24. | Infant warmer 5 Buah
25. | Transport Incubator 3 Buah
26. | Water seal Drainage 3 Buah
27. | Microtome 1 Buah
28. | Modular Operating Theatre 4 Buah
29. | Mechanical CPR 1 Buah
30. | Phaechoemulsification Machine 1 Buah
31. | Phototerapy 1 Buah
32. | CPAP mechine 4 Buah
33. | Ultrasoud Diathermi 1 Buah
34. | Mammografi 1 Buah
35. | Electrocauter 1 Buah
36. | Electric Brest Pump 1 Buah
37. | Vena Viewer 3 Buah
38. | Steam Steril 1 Buah
39. | Bor Orthopedo dan neuro 1 Buah
40. | Washer Extrator 1 Buah
41. | Genset 2 Buah
42. | C-Arm Unit 1 Buah
43. | General X-Ray & Fluoroscopy Radiologi 1 Buah
Sentral
44. | Alat Cuci Darah 20 Buah
45. | DR Unit X-Ray 2 Buah
46. | MSCT Scan 1 Buah
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No Jenis barang Jumlah Satuan

47. | Panoramic Cephalometry (Alat Pemeriksaan 1 Buah
Foto Khusus Gigi)

48. | Alat urologi 1 Buah

49. | Radio Frekuensi 1 Buah

50. | ENT 1 Buah

51. | CT scan 2 Buah

Dari data alat canggih tersebut di atas maka dapat dijelaskan bahwa
RSUD Bangil memiliki keunggulan dalam rangka menetapkan diagnosa dan
terapi pada kasus-kasus yang dirujuk maupun tindakan operatif
dibandingkan dengan rumah sakit sekitarnya.

1. Jenis Pelayanan

Jenis Pelayanan Standar dan Unggulan RSUD Bangil Kabupaten
Pasuruan

Produk pelayanan yang diselenggarakan di RSUD Bangil Kabupaten
Pasuruan meliputi:

1) PelayananRawat Jalan.

Pelayanan Rawat Jalan terdiri dari 23 Poliklinik antara
lain:

a. Klinik Umum & General Check Up
Klinik Gigi dan Mulut

Klinik Penyakit Dalam

Klinik Paru

o

o o

Klinik Jantung

Klinik Bedah Umum
Klinik Bedah Orthopaedi
Klinik Bedah Syaraf
Klinik Bedah Urologi
Klinik Syaraf

Klinik Anak

Klinik Mata

5o

— X T

. Klinik Kebidanan dan Kandungan
Klinik Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT)
Klinik Kulit dan Kelamin
Klinik Rehabilitasi Medik (Fisioterapi)
Klinik Andrologi
Klinik Diabetes & Wound Care
Klinik VCT dan CST

°© B B

noa s

@
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2) Pelayanan Poliklinik Eksekutif untuk 4 klinik meliputi :

< g

Klinik Gizi
Klinik Psikologi.
Klinik Psikiatri

w. Klinik Komplementer
x. Klinik Pinere (klinik Covid-19)

c.
d.

a. Klinik Obstetri dan Gynekologi
b. Klinik Klinik Anak

Klinik Bedah
Klinik Klinik Paru

3) Pelayanan Rawat Inap.

4)
S)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

18)
19)
20)

a.
b.

C.

Ruang Melati
Ruang Krisan
Ruang Asoka
Ruang Mawar
Ruang Dahlia
Ruang Edelwis

Ruang Teratai

5@

Ruang Anggrek

=

Ruang Alamanda

Pelayanan Rawat Intensif

Pelayanan Rawat Khusus

Pelayanan Rekam Medis.

Pelayanan Bedah Sentral.

Pelayanan Gawat Darurat

Pelayanan Maternal dan Perinatal
Pelayanan Laboratorium Pathologi Klinik.
Pelayanan Laboratorium Pathologi Anatomi.
Pelayanan Radiologi.

Pelayanan Pemulasaraan Jenazah.
Pelayanan Rehabilitasi Medik.

Pelayanan Farmasi.

Pelayanan Gizi.

Pelayanan Central Supply Sterilisasi Divisi (CSSD)/
Laundry.

Pelayanan Pengelolaan Data Elektronik
Pelayanan Pemeliharaan Sarana (IPS Medik).

Pelayanan Pemeliharaan Sarana (IPS Non Medik).

37



21) Pelayanan Gas Medik dan Vakum Medik
22) Pelayanan Kesehatan Lingkungan
23) Pelayanan Penjaminan.
24) Pelayanan Unggulan.
Beberapa pelayanan unggulan yang dimiliki RSUD Bangil meliputi:

Pelayanan Laparoscopy Surgery.
Pelayanan Endoscopy.

Pelayanan Hemodialisa.

Pelayanan C-Arm Radiologi.
Pelayanan Computerized Radiography.
Pelayanan Bedah Mulut.

Pelayanan Urologi

Pelayanan Nyeri

SRR NN C A &

e

Pelayanan Komplementer (akupresur, herbal/jamu)

2.2.3 Sumber Daya RSUD Grati
1) Sumber Daya Manusia RSUD Grati

Manusia merupakan salah satu aset terpenting untuk
kemajuan organisasi sehingga harus dikelola demi tercapainya tujuan
organisasi. Manajemen sumber daya manusia (SDM) meliputi sistem
rekrutmen, sistem orientasi, kredensial dan rekredensial, penempatan
dan rotasi pegawai, pengembangan dan jenjang karir, evaluasi kinerja
dan sistem reward, program retensi, serta bagaimana menjalin
hubungan ketenagakerjaan yang baik.

RSUD Grati akan senantiasa berupaya meningkatkan mutu
pelayanan dengan memenuhi jumlah kebutuhan dan kompetensi
tenaganya baik tenaga kesehatan maupun non kesehatan.

Jenis dan jumlah SDM yang mendukung kegiatan pelayanan,
pendidikan, dan penelitian di RSUD Grati sesuai dengan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 2.7 ; Jenis dan Jumlah Sumber Daya Manusia RSUD Grati

NO. | JENIS KETENAGAAN | JUMLAH STATUS KETENAGAAN
TETAP / PNS | TIDAK TETAP
/ KONTRAK
1. | Tenaga medis
a. Dokter umum 11 6 5
b. Dokter gigi 2 2 -
c. Dokter spesialis
1) Spesialis dasar :
a) Penyakit Dalam 2 0 2
b) Anak 2 1 1
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c) Bedah 2 0 2

d)Obstetri dan 2 1 1

ginekologi

2) Spesialis lain :

a) Mata 1 0 1

b) Saraf 1 0 1

c) Paru 1 1 0

d)Orthopedi dan 2 0 2
Traumatologi

3) Spesialis

penunjang

a) Anestesi 2 1 1

b) Radiologi 1 1 0

c) Patologi klinik 1 0 1

Tenaga kefarmasian

a. Apoteker 6 3 3

b. Tenaga teknis 8 S 3

kefarmasian

Tenaga keperawatan

(Perawat: TT)

a. Perawat 134 33 101

b. Perawat gigi 1 1 0

Tenaga kebidanan 49 13 36

Tenaga kesehatan

lainnya

a. Gizi

1) Nutrisionis 4 1 3

b. Keterapian Fisik

1) Fisioterapis 2 1 1

c. Keteknisian medis

1) Perekam medis 3 0 3

dan informasi

kesehatan

2) Penata anestesi 2 2 0

d. Teknik biomedika

1) Radiografer 7 4 3
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2) Elektromedis 2 0 2

3) Ahli teknologi 11 7 4
laboratorium medik

(Analis / Biologi) 0

e. Sanitarian/kesling 2 1 1
6. Tenaga non 167 26 141

kesehatan

Total Keseluruhan 428 110 318

Jumlah tenaga yang ada di RSUD Grati Kabupaten Pasuruan Tahun 2022
sebanyak 428 orang. Sedangkan gambaran proporsi Sumber Daya Manusia
yang ada di RSUD Grati Kabupaten Pasuruan digambarkan dalam grafik
sebagai berikut :

Grafik 2.2 : Gambaran proporsi sumber daya manusia RSUD Grati

14 eselon
3% 30 Medis
7%

184 Paramedis
43%

47
Penunjan

g
11%

Berdasarkan dari jenis ketenagaan, dari 428 pegawai yang dimiliki RSUD
Grati tersebut, terdiri dari Eselon sebanyak 14 orang (3%), Tenaga Medis
sebanyak 30 orang (7%), Tenaga Paramedis sebanyak 184orang (43%),
Tenaga Penunjang Medis sebanyak 47 orang (11%) dan Tenaga Non
Kesehatan sebanyak 153 orang (36%).

Berdasarkan dari Status Kepegawaian, dari 428 pegawai tersebut,
terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 110 orang 26% danTenaga
Non PNS (THL dan Kontrak) sejumlah 318 orang 64%

2) Sarana dan Prasarana RSUD Grati
RSUD Grati sebagai Rumah Sakit Kelas C harus mampu
menyediakan sarana sesuai persyaratan Kelas C dalam Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah
Sakit. Peralatan medis canggih yang diperlukan untuk menunjang
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pelayanan tidak hanya harus mencukupi dari segi jumlah, tetapi harus
memenuhi kelengkapan jenis maupun kesesuaian dengan perkembangan
teknologi.
Hambatan-hambatan yang ada terkait kesiapan peralatan medis dan
sarana lain akan mempengaruhi kepuasan pelanggan maupun tenaga di
rumah sakit sendiri sebagai pelaksana kegiatan pelayanan.
Ketersediaan dan kondisi bangunan dan ruang pelayanan di RSUD
Grati dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.8 ; Sumber Daya Aset / modal RSUD Grati

Kondisi Aset
No Jenis Aset Ada Belum
Sesuai | Belum sesuai
Standar standar Ada

1 Bangunan/Ruang IGD v
2 Bangunan/Ruang Rawat Jalan V
3 Bangunan/Ruang Rawat Inap v
4 Bangunan/Kamar Operasi v
5 Bangunan/Ruang Rawat Intensif V
6 Bangunan/Ruang Isolasi v
7 Bangunan/Ruang Radiologi v

Bangunan/Ruang Laboratorium
® Klinik !
9 Bangunan/Ruang Pelayanan Farmasi v
10 | Bangunan/Gudang Farmasi V
11 | Bangunan/Ruang Rekam Medik v
12 | Bangunan/Ruang Rehabilitasi Medik v

Bangunan/Ruang Pemeliharaan \
o Sarana dan Prasarana

Bangunan/Ruang Pengelolaan
e Limbah !
15 | Bangunan/Ruang CSSD V
16 | Bangunan/Ruang Laundry V

Bangunan/Ruang Pemulasaraan
7 Jenazah !
18 | Bangunan/Gudang Peralatan lain \
19 | Bangunan/Ruang Sanitasi \
20 | Bangunan/Ruang Komite Medik V
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Kondisi Aset
No Jenis Aset Ada Belum
Sesuai | Belum sesuai
Standar standar Ada
21 | Bangunan/Ruang PKRS V
22 | Bangunan/Ruang Perpustakaan \
23 | Bangunan/Ruang Pertemuan \
24 | Bangunan/Ruang Manajemen \
25 | Bangunan/Ruang Diskusi \
26 | Sistem Informasi Rumah Sakit V
27 | Listrik/genset
28 | Air v
29 | Gas Medis V
30 | Penanganan Kebakaran \
31 | Limbah padat \
32 | Limbah cair \
33 | Perangkat komunikasi (24 jam) V
34 | Area Parkir dan taman v
35 | Kamar mandi dan toilet umum v
36 | Kantin V
37 | Ambulan v
38 | Kendaraan Dinas Operasional v

Sebagai rumah sakit tipe C baru yang tumbuh dan berkembang,
RSUD Grati memiliki banyak kekurangan dan belum sesuai dengan standar
yang diharapkan. Pada tahun 2021 dalam proses pembangunan gedung Rawat
Inap sebagai pembangunan gedung RSUD Grati tahap ketiga. Dengan adanya
tambahan sarana tersebut harapannya sebagian kebutuhan sarana dan
prasarana di RSUD Grati akan dapat dipenuhi sesuai standar.

Peralatan kedokteran yang dimiliki RSUD Grati digunakan untuk
mendukung proses pelayanan sebagai rumah sakit Kelas C. Dalam jangka
waktu lima tahun ke depan jumlah dan jenis peralatan akan ditingkatkan
dengan dukungan anggaran DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau)
di Kabupaten Pasuruan.

Jumlah prasarana dan alat kedokteran yang dimiliki RSUD Grati
dapat dilihat dari table dibawah ini :
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Tabel 2. 9 ; Jumlah Prasarana dan Alat RSUD Grati

- JENIS PRASARANA DAN ALAT JUMLAH
YANG DIMILIKI

1 Alat Berat 0

2 Alat Angkut 10

3 Alat Keamanan 2

4 Alat Kantor dan Rumah Tangga 1054

5 Alat Studio dan Komunikasi 29

6 Alat Kedokteran 1507

7 Alat Laboratorium 264

8 Mobil Dinas Direktur 1

9 Mobil Ambulance 3

10 Mobil Jenazah 1

11 Mobil Operasional 1

12 Sepeda Motor Roda 2 -

13 Sepeda Motor Roda 3 -

14 Sumber Air Bersih 1

15 Sumur 1

16 Sumber Daya Listrik 500 KVA
17 Sistem Tegangan 380V

18 Genset 200 KVA
19 Limbah Medis PT. PRIA
20 Dinas Lingkungan

Limbah Non Medis Hidup

21 Telpon Sistem PABX ADA

22 Nurse Call ADA

23 RIG ADA / 1 buah
24 HT ADA / 6 buah
25 Sentral Audio Speaker Pelayanan ADA

26 SIMRS ADA

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
Dalam mengukur kinerja, Dinas Kesehatan menjelaskan dalam dua
indikator yaitu capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja
Upaya Kesehatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu capaian indikator

43



impact dan capaian Indikator Kinerja yaitu capaian indikator outcome dari
upaya pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten
Pasuruan dan Unit Organisasi didalamnya. Capaian tersebut yang dilaporkan
Kepala Dinas Kesehatan kepada Bupati Pasuruan. Indikator Kinerja Utama
(IKU) Kesehatan ditunjang oleh 7 (dua) indikator yakni; Angka Harapan Hidup
(AHH), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Persentase Gizi
Buruk, Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi Strata Madya, Rata-rata
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan Nilai evaluasi implementasi SAKIP
Perangkat Daerah
Sedangkan Indikator Kinerja Upaya Kesehatan merupakan indikator
standar pelayanan minimal Dinas Kesehatan Tahun 2016-2020. Indikator
tersebut juga untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pembangunan
kesehatan di Kabupaten Pasuruan. Indikator ini juga merupakan gambaran
capaian outcome yang merupakan capaian kinerja Dinas Kesehatan.
Capaian indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:
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Table 2.1 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan

Indikator Kinerja

Target Renstra

Perangkat

Realisasi Capaian

Rasio Capaian pada

sesuai Tugas dan Target | Target Tahun ke- Tahun ke-
N
o Fungsi Perangkat SPM IKK Daerah Tahun

ke-
Daerah
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 ﬁg{g;? Harapan Hidup N 65,2 | 65,3 | 69,9 | 69,91 | 69,92 | 69,87 | 69,86 | 69,9 | 70,17 | 7023 | 1,07 | 1,07 | 1,00 | 1,00 | 1,00
2 &rﬁ)‘aKemauanIb‘l N 102 | 98,5 | 96 90 88 | 91,62 |84,26|111,3 | 8361 | 7634 | 09 | 086 | 1,16 | 093 | 087
3 &rfngemauan Bay1 N 98 | 825 | 8 666 | 65 | 6,81 | 6,66 | 537 | 533 | 44 | 069 | 081 | 067 | 08 | 068
4 | Prevalensi Balita N 272 | 262 | 252 | 25 | 241 | 28,8 | 24,4 | 30,7 | 225 | 214 | 106 | 093 | 122 | 09 | 089

Stunting
5 Persentase Gizi Buruk v 0,06 0,04 0,03 0,03 | 0,029 | 0,07 0,04 0,03 0,03 | 0,029 1 1 1 1 1

Persentase Fasilitas

Kesehatan

81 91

6 Terakreditasi Strata v 12 40 60 12 42 88 94 94 1,00 1,05 1,47 1,16 1,03

Madya

Rata-rata Indeks
7 Kepuasan Masyarakat v 75 80 81,25 81 82,75 | 88,82 | 80,83 | 82,08 | 82,73 | 82,75 1,18 1,01 1,01 1,02 1,02

(IKM)
8 | Nilai SAKIP v 78,06 | 78,07 | 78,08 | 80,78 | 80,79 | 79,43 | 78,09 | 78,01 | 80,79 | 80,8 1,02 1 1 1 1

45




Indikator Kinerja

Target Renstra
Perangkat

Realisasi Capaian

Rasio Capaian pada

sesuai Tugas dan Target | Target Tahun ke- Tahun ke-
N
o Fungsi Perangkat SPM IKK Daerah Tahun
ke-
Daerah
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
g | Cakupan kunjungan v N 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,46 | 113,3| 93,7 | 9509 | 9354 | 1,13 | 1,13 | 094 | 095 | 094
Ibu Hamil
jo | Cakupan Pelayanan v N 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88,19 | 104,4 | 98,00 | 99,51 | 986 | 093 | 1,04 | 098 | 1 | 099
Kesehatan Ibu Bersalin
11 g:k}dupan kunjungan v N 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96,28 | 106,6 | 100 | 10547 | 9825 | 1,00 | 1,07 | 1,00 | 1,05 | 098
Cakupan Kunjungan
12 ) v v 83 100 | 100 | 100 | 100 | 74,6 | 89,5 | 86,72 | 90,63 | 86,46 | 0,90 | 090 | 087 | 091 | 0,86
Kesehatan Balita
Cakupan Kesehatan
13 Pada Usia Pendidikan v v 100 100 100 100 100 16,66 | 116,4 | 97,38 75,4 90,67 0,17 1,16 0,97 0,75 0,91
Dasar
Cakupan Kesehatan
\
14| Usia Produltit V n/a | 100 | 100 | 100 | 100 | n/a 74 | 72,94 | 100,01 | 73,69 | n/a | 0,74 | 0,73 1 0,74
Cak
15 upan Keschatan v v n/a | 100 | 100 | 100 | 100 | n/a | 147 | 75,08 | 112,64 | 999 | n/a | 1,47 | 075 | 1,13 | 1,00
pada Usia Lanjut
Cakupan Kunjungan
16 Kesehatan Penderita v v n/a 100 100 100 100 n/a 118,3 | 66,06 | 100,69 | 68,77 n/a 1,18 0,66 1,01 0,69
Hipertensi
Cakupan Kunjungan
17 Kesehatan Penderita v v n/a 100 100 100 100 n/a 100,3 | 106,3 | 104,45 | 92,81 n/a 1 1,06 1,04 0,93
DM
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Indikator Kinerja

Target Renstra

Realisasi Capaian

Rasio Capaian pada

P k
NO sesuai Tugas dan Target | Target Dae:ln'ﬁ‘a;t n Tahun ke- Tahun ke-
Fungsi Perangkat SPM IKK u
ke-
Daerah
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Cakupan Kunjungan
18 | Kesehatan dg v \/ n/a 100 100 100 100 n/a 100 100 | 100,07 | 101,17 | n/a 1 1 1 1,01
Gangguan Jiwa Berat
Cakupan Kunjungan
19 \' \/ 100 100 100 100 100 | 41,26 78 83,13 | 100 92,1 0,41 0,78 0,83 1 0,92
Kesehatan Orang dg TB
Cakupan Kunjungan
20 | Kesehatan orang dg v \ n/a 100 100 100 100 n/a 60 87,43 | 106,69 | 94,52 | n/a 0,60 0,87 1,07 0,95

Resiko terinfeksi HIV
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Berdasarkan Tabel 2.1 (T-C.23) dapat mengambarkan pencapaian
kinerja Dinas Kesehatan dari beberapa indikator kenirja. Secara umum
disimpulkan bahwa terjadi peningkatan realisasi capaian Angka harapan
Hidup (AHH) dari kurun waktu tahun 2016-2020, dengan nilai 69,87 ditahun
2016 dan meningkat menjadi 100,46 di tahun 2020, peningkatan tersebut
dapat dilihat dengan rasio 1,07 (tahun 2016) meningkat menjadi 1,4 (tahun
2020). Peningkatan Angka Harapan Hidup ini tentunya tidak lepas dari
dukungan beberapa Indokator kinerja lainnya, diantaranya diikuti dengan
terjadinya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) sejak tahun 2016 - 2020
sebesar 91,62 (tahun 2016) menurun menjadi sebesar 76,34 (tahun 2020),
Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) sejajak tahun 2016-2020 dari sebesar
6,81(tahun 2016) menjadi sebesar 4,4 (tahun 2020), penurunan Prevalensi
Stunting sejak tahun 2016-2020, dari sebesar 28,8 (tahun 2016) menurun
sebesar 21,4 (tahun 2020).

Sedangkan Indikator Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi
Strata Madya mengalami peningkatan dari sejak tahun 2016 sebanyak 12
persen Fasilitas kesehatan terakreditasi Strata Madya menjadi sebanyak 100
persen di tahun 2020, untuk indikator rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) menunjukan peningkatan dari tahun 2016 sebesar 88,82 menjadi 94 di
tahun 2020. Indikator berikutnya adalah nilai evaluasi SAKIP yang mulai
terealisasi tahun 2016 dengan kondisi awal sebesar 79,43 persen mengalami
peningkatan sebesar 1,3 persen menjadi sebesar 8,80 di tahun 2020.
Indikator keberhasilan kinerja organisasi ditunjang oleh kualitas layanan
publik serta akuntabilitas kinerja yang mendukung dan memenuhi kebutuhan
masyarakat khususnya dalam bidang pembangunan kesehatan. Tabel diatas
telah merepresentasikan kondisi kualitas layanan publik dan akuntabilitas
kinerja organisasi yang disebabkan oleh kondisi regulasi/kebijakan yang
berlaku di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan belum mampu
meramalkan kondisi pembangunan kesehatan dimasa mendatang. Sehingga
perlu dilakukan langkah intervensi yang menunjang pembangunan kesehatan
melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran lintas sektor guna
menunjang akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan.

Berdasarkan Tabel 2.1 pada poin 8 sampai dengan 19 merupakan
indikator kinerja upaya dinas kesehatan berdasarkan indikator standart
pelayanan minimal Dinas Kesehatan Tahun 2016 - 2020. Indikator ini juga
menggambarkan outcome yang merupakan capaian kinerja Dinas Kesehatan.
Indikator standart pelayanan minimal Dinas kesehatan tersebut dapat
disimpulkan bahwa Indikator Cakupan Kunjungan Kesehatan Ibu Hamil pada
tahun 2020 mencapai 93,54 persen, capaian ini mengalami penurunan
dibandingkan dengan tahun 2019 yg mencapai 95,09 persen, maka cakupan
Kunjungan kesehatan ibu hamil mengalami penurunan sebesar 1,55 persen.
Penurunan kunjungan ibu hamil disebabkan karena beberapa faktor yang
mempengaruhi diantaranya pengetahuan ibu hamil yg rendah tentang
pentingnya pemeriksaan selama kehamilan, hal ini disebabkan rendahnya
tingkat pendidikan ibu hamil. Indikator kesehatan ibu hamil ini akan diikuti
dengan cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin pada tahun 2020 sebesar
98,6 persen yang mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian pada

tahun 2019 sebesar 99,51 persen, penurunan terjadi sebesar 0,91 persen.
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Penurunan ini terjadi akibat dari rendahnya tingkat pendidikan ibu hamil
yanng berdampak dari rendahnya pengetahuan ibu hamil tentang pemeriksaan
kehamilannya dan ber akita terhadap penurunan kunjungan ibu bersalin di
fasilitas kesehatan.

Untuk Indikator cakupan kunjungan kesehatan balita pada tahun 2020
sebesar 86,46 persen, capaian kunjungan kesehatan balita mengalami
penurunan dibandingkan dengan capaian cakupan kunjungan kesehaan
balita pada tahun 2019 sebesar 80,63 persen, penurunan capaian kunjungan
kesehatan balita sebesar 5,83 persen. Penurunan kunjungan kesehatan balita
terjadi dikarenakan beberapa faktor diantaranya rendahnya pengetahun orang
tua terhadap kesehatan balita dan mobilitas orang tua yang tinggi, seperti
halnya ibu dengan balita yg bekerja.

Indikator cakupan kesehatan pada usia pendidikan dasar pada tahun 2020
sebesar 90,67 persen, capaian cakupan ini mengalami peningkatan di
bandingkan dengan cakupan kesehatan pada usia pendidikan dasar pada
tahun 2019 sebesar 75,4 persen, peningkatan capaian kunjungan kesehatan
pada usia pendidikan dasar sebesar 15,27 persen.

Sedangkan indikator cakupan kesehatan usia produktif pada tahun 2020
sebesar 73,69 persen, capaian ini mengalami penurunan dibandingkan dengan
capaian kunjungan kesehatan usia produktif pada tahun 2019 sebesar
100,01 persen, capaian mengalami penurunan 26,32 persen, capaian
kunjungan usia produktif ini masih jauh dari target kunjungan sebesar 100
persen. Hal ini disebabkan kepedulian pada usia produktif terhadap status
kesehatan yang masih rendah serta pengetahuan tentang kesehatan usia
produktif yang rendah.

Indikator cakupan kunjungan kesehatan lansia pada tahun 2020 sebesar 99,9
persen, capaian ini mengalami penurunan di bandingkan capaian pad atahun
2019 sebesar 112,64 persen. Capaian kunjungan kesehatan usia lanjut
mengalami penurunan sebesar 12,75 persen. Penurunan kunjungan lansia
dikarenkan beberpa faktor diantaranya status pekerjaan usia lansia,
rendahnya dukungan keluarga dan lingkungan terhadap usia lansia untuk
melakukan pemeriksaaan kesehatan secara berkala.

Sedangkan indikator cakupan kesehatan penderita hipertensi pada tahun 2020
sebesar 68,77 persen, capaian cakupan ini mengalami penurunan
dibandingkan dengan capaian kunjungan kesehatan penderita hipetensi pada
tahun 2019 sebesar 100,69 persen, capaian cakupan mengalami penurunan
sebesar 31,92 persen, penurunan capaian sangat signifikan hal ini
dikarenakan salah satunya rendahnya kunjungan usia lansia serta kesadaran
penderita hipertensi untuk memeriksakan status kesehatannya secara berkala.
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1. Kondisi umum yang berkaitan dengan indikator status derajat
kesehatan di Kabupaten Pasuruan seperti Angka Kematian Ibu,
Angka Kematian Bayi dan Prevalensi Stunting adalah sebagai
berikut :

a. Angka Kematian Bayi (AKB)per 1000 Kelahiran Hidup

Tabel 2.3. Angka Kematian Bayi (AKB)Kabupaten Pasuruan
Periode Th 2016-2020

Tahun Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH)
Kelahiran Kematian Angka
Hidup Bayi Kematian

Bayi
Th 2016 25104 171 6.81
Th 2017 24.924 166 6.66
Th 2018 23935 135 5.60
Th 2019 25118 134 5.33
Th 2020 23703 105 4.4

Sumber : LKPJ Tahun 2018

Dari tabel 2.3 diatas menjelaskan bahwa Angka Kematian Bayi
(AKB) tahun 2020 sebanyak 4,4 per 1000 kelahiran hidup mengalami
penurunan jika dibanding tahun 2019 yang mencapai 5,33 bayi per
1000 kelahiran hidup, maka Angka Kematian Bayi (AKB) mengalami
penurunan sebanyak 0,93 per 1000 kelahiran hidup

Penyebab kematian terbesar adalah karena asfiksia sebanyak
54 kasus (32,53 %), BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) sebayak 34
kasus (20,48%), kelainan kongenital bawaan sejumlah 20 kasus,
peyebab kematian karena infeksi sebanyak 13 kasus, pneumonia ada
3 kasus, meningitis ada 3 kasus, tetanus 2 kasus, Epilepsi ada 2
kasus, ileus ada 2 kasus, enchepalitis ada 1 kasus dan penyebab
lainnya ada32 kasus.
Kematian bayi karena asfiksia, disebabkan bayi tidak mendapatkan
penanganan asfiksia oleh bidan dengan baik sesuai dengan
kompetensi. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kompetensi
pada bidan dan juga komunikasi secara intens dengan dokter
spesialis anak yang keberadaannya pada RSUD Bangil. Tujuan
adanya jejaring antara Puskesmas, Polindes dan Bidan Praktek
dengan RSUD Bangil agar bayi asfiksia bisa tertangani dengan baik
sebelum dirujuk ke RSUD Bangil. Kasus BBLR bisa terpantau dan
ditingkatkan berat badan bayi apabila pemeriksaan kehamilan
dilakukan secara rutin dan berkualitas, serta ibu hamil selalu
mendapatkan penyuluhan. Kasus Kematian bayi yang terjadi ditolong
oleh bidan sebanyak 58 kasus (33,92%), oleh dokter (RS) 111 kasus
(64,91%) dan untuk persalinan yang ditolong dukun sebanyak 2
kasus (1,17%). Bila dilihat dari cakupan pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan sebanyak 99,46%, maka pertolongan persalinan
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oleh tenaga kesehatan masih perlu ditingkatkan kualitas pertolongan
persalinan tersebut serta penanganan gawat darurat bayi oleh bidan
dan sistem rujukan yang baik dengan Puskesmas, Puskesmas PONED
(Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) dan RSUD. Namun
demikian ternyata bayi yang mengalami kematian tersebut telah
mengalami proses rujukan ke Rumah Sakit. Dari 166 bayi yang
meninggal, sebanyak 114 (68,67%) kasus kematian terjadi di RSUD
Bangil, 11 (6,63%) kasus kematian terjadi di RSSA Malang, 2 (1,2%)
Kasus kematian di Puskesmas, 3 kasus (1,18 %) kematian terjadi di
Rumah Sakit Kota Pasuruan, 19 kasus kematian terjadi di Rumah
Sakit lainnya, 13 kasus kematian bayi terjadi di rumah, 4 kasus
kematian terjadi di Bidan praktek.

Upaya yang dilakukan dan akan terus ditingkatkan kualitasnya
untuk menekan angka kematian bayi di Kabupaten Pasuruan
diantaranya adalah pelaksanaan Penelusuran Pemantauan Wilayah
Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (P-PWS KIA), Audit Maternal
Perinatal, Supervisi Fasilitatif, Peningkatan pemeriksaan ibu hamil
melalui revitalisasi posyandu serta penyelenggaraan pelatihan untuk
tenaga medis meliputi Pelatihan Asuhan Persalinan Normal, Pelatihan
Kelas Ibu Hamil, Pelatihan Kelas Ibu Balita, Sarasehan dalam rangka
upaya penurunan Angka Kematian Bayi.

. Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) per 100.000 Kelahiran
Hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan digunakan untuk
mengetahui keselamatan ibu yang diperoleh dengan perhitungan
jumlah kasus kematian ibu dibanding dengan jumlah kelahiran
hidup. Angka kematian ibu (AKI) nasional (SDKI tahun 2003) sebesar
307 per 100.000 kelahiran hidup.

Tabel 2.4. Angka Kematian Ibu(AKI) Kabupaten Pasuruan
Periode tahun 2016 - 2020

Tahun Angka Kematian Ibu Melahirkan

Kelahiran Angka
Hidup Kematian Ibu | Kematian Ibu

Th 2016 25104 23 91.62

Th 2017 24924 21 84.26

Th 2018 23935 28 111.32

Th 2019 25118 21 83.61

Th 2020 24887 19 76.34

Sumber : LKPJ Tahun 2018

Jumlah kematian ibu melahirkan di Kabupaten Pasuruan pada
tahun 2020 sebesar 76.34 per 100.000 kelahiran hidup ( 19 kasus)
Menurun jika dibanding tahun 2019 sebesar 83.61 per 100.000
kelahiran hidup (21 kasus), maka mengalami penurunan sebesar 7.27
per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu tersebut masih
lebih tinggi dibandingkan angka nasional Target Angka kematian ibu
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(AKI) berdasarkan SDGs (Suistenable Development Goals) harus
dibawah 70 per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2030.

Masih tinggingnya angka kematian ibu ini disebabkan karena
beberapa kasus yaitu:

1)

2)

3)

Penyebab Kematian

Dari sejumlah kematian ibu sebanyak 21 orang, 6 (28,57 %)
orang dikarenakan pendarahan, sebanyak 3 orang (14,28 %)
dikarenakan keracunan kehamilan (pre eklamsi berat), demam
berdarah 3 orang dan penyebab lainnya adalah jantung, gagal
nafas, gagal jantung, HIV, TBC, tumor paru, asma, keracunan
jamu sebanyak 9 orang. Keracunan kehamilan dapat diketahui
selama kehamilan, sehingga apabila kualitas pemeriksaaan
kehamilan baik maka dapat terdeteksi jika ada gejala Pre
Eklamsi dan Eklamsi. Saat ini kualitas ANC (Ante Natal Care)/
Pemeriksaan Kehamilan lebih baik, hal ini dapat dilihat dari
hasil pemeriksaan ibu hamil yang seharusnya diperiksa 4 kali
(K4) sudah mencapai 92,07 % walaupun belum mencapai
targetnya 95%. Pemeriksaan (K4) yang berkualitas adalah
pemeriksaan kehamilan yang dilakukan secara rutin, pada
trimester 1 sebanyak 1 kali, pada trimester 2 sebanyak 1 kali
dan pada trimester 3 sebanyak 2 kali.

Penolong Persalinan

Berdasarkan penolong persalinan, dari 21 kematian ibu hamil
bersalin dan nifas diantaranya 14 (66,67%) ditolong oleh Dokter
Spesialis Kandungan, 6 orang (28,57 %) ditolong oleh Bidan dan
1 orang ditolong oleh dukun bayi.

Hal ini sebenarnya bila bidan mendapatkan pasien komplikasi
dengan penyakit, para bidan langsung memberikan rujukan
kepada Dokter Spesialis Kandungan, namun para pasien
tersebut terlambat memutuskan untuk mau dirujuk. Untuk
mengatasi hal tersebut harus ada komunikasi antara bidan dan
dokter spesialis kandungan agar sebelum dirujuk sudah
dilakukan pertolongan awal serta adanya sistem jejaring rujukan
antara bidan, Puskesmas Poned dan RSUD dengan
menggunakan telepon dan grup WA AMP.

Tempat Kematian

Berdasarkan tempat kematian ibu bersalin, maka sebanyak 4
orang ibu bersalin meninggal di RSUD Bangil, 1 orang di
perjalanan, 3 di RS. Dr. Soetomo, RS Tongas 2 orang, RS Mitra
Sehat Medika 1 orang dan di RS Saiful Anwar Malang 7, RSUD
dr. Soedarsono 1, RS Watukosek 1, RS Raden Saleh 1. Melihat
beberapa kasus yang terjadi maka Rujukan kasus ke tempat
rujukan lanjutan harus lebih ditingkatkan serta rujukan
berjenjang menggunakan telepon harus di jalankan agar tidak
terjadi keterlambatan penanganan dan keterlambatan mengirim
pasien.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan angka
kematian ibu melahirkan dan bayi adalah
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a. Gerakan Ibu Hamil sadar Posyandu

Pembinaan Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi

Dasar (PONED) oleh Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi

Komprehensif (PONEK).

Pertemuan kader KIBBLA

Audit Maternal Perinatal

Pengembangan P4K di desa maslahat

Penelusuran Pemantauan Wilayah Setempat KIA (P-PWS KIA) ibu

dan anak

Supervisi fasilitatif

Pelatihan APN

Pelatihan Kelas ibu hamil

Kemitraan Bidan dan dukun bayi — kader (melalui PERDA nomor

2 tahun 2009 tentang KIBBLA).

k. Peningkatan pemeriksaan ibu hamil melalui revitalisasi
posyandu.

1. Drill emergency kegawatdaruratan Maternaldisetiap Puskesmas.

o

o Q0

e )

c. Prevalensi Balita Stunting

Tabel 2.5. Prevalensi Stunting Kabupaten Pasuruan Periode 2016-

2020

Kondisi Balita di Kabupaten Pasuruan
Tahun : o .

Jumlah Balita status | % Balita Dgn

Balita Stunting Stunting

Th 2016 96213 27709 28,8
Th 2017 96117 23453 24,4
Th 2018 97358 29889 30,7
Th 2019 82963 18678 22,5
Th 2020 50872 10942 21,4

Sumber : LKPJ Tahun 2018

Indikator ini menggambarkan kasus gizi buruk pada balita
pada waktu tertentu dihitung berdasarkan Pemantauan Status Gizi
(PSG) dan tanda-tanda tersangka kasus gizi buruk. Diperoleh dengan
mengukur persentase jumlah balita dengan gizi buruk terhadap
jumlah balita yang ada di Kabupaten Pasuruan.

Jumlah balita dengan status stunting pada tahun 2020 sebesar 21,4
% atau sebanyak 10942 balita dari S0872 balita yang diperiksa di
Kabupaten Pasuruan. Jika dibandingkan dengan realisasi 2019
sebesar 22,5 % atau 18678 balita dari 82963 balita yang diperiksa
mengalami penurunan sebesar 1,1%. Meski terjadi penurunan angka
prevalensi Stunting, Akan tetapi Prevalensi Stunting tersebut masih
cukup tinggi nilainya, untuk itu perlu di tingkatkan upaya-upaya
dalam menurunkan prevalensi stunting secara sgnifikan.
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2.4

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan
prevalensi stunting diantaranya; peningkatan Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat, pendampingan ANC pada ibu hamil, peningkatan gizi pada
ibu Hamil. Pemberian gizi tambahan pada bayi dan balita.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
2.4.1 Dinas Kesehatan.

Hasil analisis terhadap Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten
Pasuruan menunjukkan bahwa tantangan yang perlu ditindaklanjuti
adalah upaya intensif untuk mempercepat penurunan Angka Kematian
Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan percepatan penurunan
persentase Stunting. Determinan AKI, AKB dan persentase Stunting
disebabkan oleh multifaktor diantaranya adalah persentase rumah tangga
yang menerapkan PHBS sepanjang tahun 2014-2020 cenderung
mengalami peningkatan meski ada penurunan di tahun 2015 pencapaian
tersebut sama halnya dengan persentase Rumah Tangga (RT) yang
menerapkan PHBS. Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit (RS) yang
terakreditasi memiliki relasi yang positif terhadap peningkatan capaian
Angka Harapan Hidup (AHH) hal ini terlihat dari peningkatan persentase
cakupan Puskesmas dan RS yang terakreditasi selama tahun 2014-2018
mengalami kenaikan capaian sepanjang tahun 2014-2015 sebesar 5,14%,
dan mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 10.14% ditahun
2016.

Berdasarkan analisis faktor internal, eksternal, potensi dan
permasalahan Dinas Kesehatan dapat diidentifikasi berbagai tantangan
yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan Kesehatan lima tahun
ke depan. Tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut:
2.4.1.1. Tantangan

Faktor eksternal yang merupakan ancaman dalam pelaksanaan

program kesehatan antara lain:

a. Belum optimalnya koordinasi dan kerja sama lintas sektor karena
adanya egoisme dan pola pikir sektoral diantara pihak-pihak yang
berkoordinasi;

b. Belum berfungsinya secara maksimal pokja - pokja yang ada di
Kabupaten, Kecamatan dan Desa;

c. Perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung upaya
program kesehatan;

d. Pengetahuan dan kesadaran hukum sebagian masyarakat masih
kurang khususnya dalam bidang kesehatan;

e. Adanya kesenjangan ekonomi yang menyebabkan kecenderungan
meningkatnya masalah kesehatan khususnya pogram kesehatan
ibu, anak dan gizi, Program penyakit menular;

f. Masih banyaknya keluhan dari masyarakat terhadap sistem/
prosedur pelayanan, sikap petugas dan kualitas pelayanan yang
diberikan oleh sarana kesehatan milik Pemerintah.

g. Masih adanya potensi timbulnya penyakit yang menyebabkan
Kejadian Luar Biasa (KLB).
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2.4.1.2. Faktor Peluang (Opportunity)
Faktor eksternal yang merupakan peluang dalam pelaksanaan

program pembangunan kesehatan antara lain:

a. Adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari pemerintah
Kabupaten Pasuruan terhadap upaya program pembangunan

kesehatan;

b. Adanya dukungan dari pihak terkait baik lintas program dan
lintas sektor terhadap program pembangunan kesehatan;

c. Adanya

implementasi

Otonomi

daerah

termasuk bidang

kesehatan yang memberikan peluang kepada Dinas Kesehatan
untuk mengelola program pembangunan kesehatan mulai
perencanaan sampai evaluasi/ penilaian sesuai dengan kondisi

daerah;

d. Lebih terbukanya peluang dukungan dana untuk pelaksanaan

program kesehatan

termasuk untuk program -

program

sosialisasi sepanjang ada konsep yang jelas dan rasional;

e. Adanya potensi

masyarakat

(Tokoh Masyarakat,

Lembaga

Swadaya Masyarakat dan lain-lain) yang dapat dimobilisasi untuk
mendukung pelaksanaan upaya program kesehatan;

f. Adanya Rumah Sakit/ Sarana pelayanan kesehatan swasta yang
menjadi pesaing dalam pelayanan kesehatan sehingga dapat
menjadi motivasi dalam peningkatan mutu pelayanan.

2.4.2 RSUD Bangil

FAKTOR

NO EKSTERNAL

PELUANG

TANTANGAN

1 | Demand

Pergeseran pola permintaan
masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan RS yang
tinggi

Persaingan dengan RS
lain.

2 | Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi
wilayah yang cukup tinggi
dengan menigkatnya
kemampuan ekonomi
masyarakat

Fluktuasi harga bahan
dan alat kesehatan
yang tidak menentu.

Politik,
3 | pemerintah
dan hukum

Dukungan pemerintah dalam
bentuk subsidi anggaran
Peraturan daerah yang terkait
dengan pelayanan kesehatan
(perumahsakitan) yang
mendukung RSUD Bangil
Kabupaten Pasuruan,
kebijakan JKN, Universal
Healt Coverage ,Fleksibiltas
BLUD

Regulasi
perumahsakitan yang
sering berubah.
Regulasi JKN yang
sering berubah

Sosial,
budaya,
demografi dan
lingkungan

Tingkat pendidikan
masyarakat yang tinggi.
Daya beli masyarakat yang
tinggi terhadap pelayanan

Masyarakat akan
mencari pelayanan
kesehatan yang
nyaman dan lebih
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FAKTOR

NO EKSTERNAL PELUANG TANTANGAN
kesehatan. baik.
Gaya hidup masyarakat yang
lebih mementingkan
kesehatan.
Kesadaran masyarakat dalam
memanfaatkan SJSN.
Jumlah penduduk yang
semakin bertambah.
Jejaring kerjasama dengan
PEMDA, unversitas dan
institusi lainnya
Tersedianya bahan dan alat
5 | Supply untuk pelayanan Rumah Perlunya penambahan
i untuk tenaga PNS.
Sakit.
Tingkat harga
Tersedianya IPTEKDOK bagi teknologi
6 | Teknologi pelayanan Rumah Sakit. perumahsakitan yang
Berkembangnya IPTEKDOK mahal dan
bagi pelayanan Rumah Sakit. | perkembangan
teknologi yang cepat.
RSUD sebagai RS Pemerintah | 0 Vel RS pesaing
Kondisi yang menjadi rujukan yang cukup tinggl.
7 . Pangsa pasar.
Persaingan pertama setelah FKTP. .
Perkembangan variasi
produk pesaing.
Ketersediaan ruangan yang
sesuai dengan standar RS.
Luas lahan yang sesuai
dengan standar RS. Kurangnya tempat
8 | Fasilitas Fisik | Lokasi yang sesuai dengan .
parkir
persyaratan RS.
Ketersediaan sarana dan
prasarana yang memadai dan
canggih.
Ketersediaan dana yang
Keuangan dan sesuai dengan kePutuhan. Belum terintegrasi
9 } Adanya akuntabilitas.
Akuntansi ) dengan SIMRS
Tingkat kesehatan keuangan
yang baik.
Filosofi (nilai dasar Perubahan
organisasi) yang berkualitas. perencanaan yang
Rumah Sakit sudah tinggi melalui
1 Manajemen terakreditasi. pergeseran.
0 Visi yang dimiliki oleh RSUD Penyerapan keuangan

Bangil Kabupaten Pasuruan
yaitu Rumah Sakit yang
Profesional dan Berorientasi

tidak sesuai dengan
perencanaan.
Sistem penilaian
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FAKTOR

NO EKSTERNAL PELUANG TANTANGAN
kepada Pelanggan dengan kinerja yang kurang
mengutamakan Mutu dan maksimal.
Keselamatan Pasien. Implementasi SPO

Misi yang dapat menunjang | yang tidak seragam.
pencapaian visi RS. Adanya
Struktur organisasi yang ketergantungan
telah sesuai dengan dengan pihak
peraturan yang ada. penjamin biaya
pelayanan.
Belum sepenuhnya
SPM yang sesuai
target yang ditetapkan.
Tarif yang kompetitif.
Lokasi yang strategis.
Adanya diferensiasi/ inovasi
produk/jasa pelayanan. Kurang fokusnya
Adanya produk/jasa layanan | target promosi
unggulan. pemasaran.
Adanya kerjasama dengan Survey pemasaran.
11 | Pemasaran pihak lain seperti dengan Segmentasi pasar.
asuransi, KSO dengan Kurangnya
perusahaan dll. pemeliharaan
Penilaian positif masyarakat kerjasama dengan
terhadap RSUD Bangil pihak ketiga.
Kabupaten Pasuruan
khususnya terhadap
pelayanan yang diberikan.
Kuantitas SDM yang
kurang.
Kurangnya komitmen
Kompetensi SDM yang tinggi | SDM terhadap
12 | SDM dan sesuai dengan standar pemberian pelayanan
RS yang ada. Integritas SDM yang
masih rendah.
Mindset SDM yang
belum bisa berubah.
Peralatan medis yang dimiliki
sudah sesuai dengan standar
minimal RS.
Peralatan medis yang dimiliki | Kesulitan
13 | Teknologi sudah sesuai dengan mendapatkan

perkembangan teknologi dan
sesuai dengan kebutuhan
yang diberikan kepada
pasien.

teknologi canggih.
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FAKTOR
NO EKSTERNAL PELUANG TANTANGAN

Kurangnya modul SIM

Aplikasi SIM (software &
Kurangnya

hardware).
. . emeliharaan SIM
Sistem Integrasi SIM dalam P .
. . secara kontinyu.
14 | Informasi penyediaan data dan L.
. . . Kelemahan jaringan
Manajemen informasi yang cepat dan .
akurat dalam penyediaan data

& informasi yang cepat
& akurat.

2.4.3.RSUD Grati
2.4.3.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan

RSUD Grati memiliki prospek yang bagus untuk tumbuh dan

berkembang sebagai rumah sakit baru di wilayah Timur Kabupaten
Pasuruan. Dari faktor eksternal telah diidentifikasi tantangan yang
dihadapi RSUD Grati sebagaimana berikut.

1.

Jumlah kepesertaan JKN KIS masyarakat miskin cukup tinggi di
wilayah Timur Kabupaten Pasuruan yang merupakan jangkauan
pelayanan RSUD Grati.

Wilayah jangkauan pelayanan RSUD Grati sebagian besar adalah
daerah pedesaan sehingga perlu melakukan sosialisasi aktif untuk
mempromosikan layanan kesehatan RSUD Grati.

Tingkat pendidikan masyarakat dan pemahaman tentang kesehatan
masih belum memadai.

Adanya rumah sakit swasta di wilayah Kabupaten dan Kota Pasuruan
dan perbatasan Kabupaten Probolinggo yang bisa menjadi pesaing
RSUD Grati.

Kebijakan pemerintah mengenai BPJS dimana pembayaran biaya
pelayanan dilakukan dengan sistem paket InaCBG's.

Pendapatan BLUD masih belum mencukupi pasokan obat, alkes dan
bahan habis pakai sehingga memerlukan dukungan dana dari
pemerintah daerah.

Perlunya pengembangan pelayanan klinik spesialis untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat.

2.4.3.2 Peluang Pengembangan Pelayanan

Selain tantangan tersebut di atas RSUD Grati juga memiliki peluang

pengembangan pelayanan. Dari faktor eksternal telah diidentifikasi
tantangan dan peluang RSUD Grati sebagaimana berikut ini.

1.

Adanya kebutuhan masyarakat wilayah Timur Kabupaten Pasuruan
yang tinggi terhadap kesehatan dan pelayanan medis.
Persentase pasien BPJS lebih dari 50% menjadi peluang pangsa pasar
RSUD Grati.
Akses masyarakat ke RSUD Grati sangat mudah ditunjang dengan eksit
jalan tol tepat di depan rumah sakit.
Jumlah penduduk yang dijangkau RSUD Grati meliputi 6 kecamatan
menjadi peluang pangsa pasar.
Ada beberapa perusahaan besar di sekitar RSUD Grati.

58



Pengadaan Alat kesehatan dipermudah dengan adanya dukungan dana
dari pemerintah daerah.

RSUD Grati sebagai rumah sakit pemerintah menjadi rujukan sekunder
pertama yang utama dari Puskesmas dan Poliklinik yang merupakan
jangkauan pelayanan RSUD Grati.

Sistem rujukan online BPJS memetakan peserta BPJS dari FKTP ke
RSUD Grati

Dukungan pemerintah daerah sangat kuat terhadap kebijakan dan
pemenuhan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan RSUD Grati.
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BAB III

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah

3.1.1 Pelayanan Dinas Kesehatan

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

Berdasarkan pada permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan
Kabupaten Pasuruan mengacu pada sumber daya kesehatan dan evaluasi
kinerja, dapat disimpulkan bahwa permasalahan berdasar kan tugas
pokok dan fungsi sebagai berikut:

Bayi dan Anak
Balita

Kematian Ibu (AKI)

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
2 3 4
Rendahnya Status | Belum tercapainya . Kualitas pelayanan
Kesehatan Ibu, target Angka kesehatan ibu yang belum

memadahi (cakupan
angka kematian ibu tahun
2017 mencapai 84,26%)

. Masih adanya 1 kasus

persalinan ditolong oleh
Dukun bayi (2017)

Angka penanganan
penderita TB BTA+ tahun
2017 sebesar 81,5%

Belum tercapainya
target Angka
Kematian Bayi (AKB)

. Rendahnya akses

masyarakat terhadap
faskes ataupun UKBM
(Posyandu Balita)

. Rendahnya kualitas ANC

Terpadu

Masih adanya kasus DBD
tahun 2017 sebesar
18,15%

Masih adanya BAlita
Stunting dan gizi
buruk di Kabupaten
Pasuruan

. Rendahnya akses

terhadap makanan bergizi
seimbang

. Rendahnya akses fasilitas

kesehatan
Balita menderita penyakit
penyerta (infeksi)

. Belum tercapainya

Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM)
Rendahnya kesadaran
masyarakat terhadap
tumbuh kembang balita
Belum tercapainya Desa
UCI (90,96% pada tahun
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2017)

g. Belum tercapainya Rumah
Tangga Sehat (PHBS)
sebesar 45,56% (2017)

Tinggi nya kasus Masih adanya a. Rendahnya akses
Penyakit Menular | kejadian Stunting terhadap makanan
dan Covid 19 dan gizi buruk di bergizi seimbang
Kabupaten Pasuruan | b. Rendahnya akses fasilitas
kesehatan

c. Balita menderita penyakit
penyerta (infeksi)

d. Belum tercapainya
Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM)

e. Rendahnya kesadaran
masyarakat terhadap
tumbuh kembang balita

f. Belum tercapainya Desa
UCI (90,96% pada tahun
2017)

g. Belum tercapainya
Rumah Tangga Sehat
(PHBS) sebesar 45,56%

(2017)
Perilaku Hidup a. Disiplin dan kesadaran
Bersih dan Sehat masyarakat untuk
(PHBS) yang masih berprilaku hidup bersih
Rendah dan sehat yang masih
rendah.

b. Hasil Survey th 2020
sebanyak 84.864 KK yang
disurvey, hanya 51,50 %
RT yang ber PHBS

c. Belum tercapainya
Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat

d. Tingkat pendidikan dan
pengetahuan masyarakat
masih rendah

e. Rendahnya akses fasilitas
Kesehatan

f. Disiplin Protokol
Kesehatan Masyarakat
masih rendah.

g. Tinggginya penyakit
degenerative pada
masyarakat usia lansia

Berdasarkan Tabel 3.1 menggambarkan bahwa permasalahan pokok
dalam mencapai Angka Harapan Hidup (AHH) yang ditetapkan di sebabkan oleh
3 (tiga) prioritas masalah yang belum tercapai diantaranya : Belum tercapainya
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target Angka Kematian Ibu (AKI), Belum tercapainya target Angka Kematian
Bayi (AKB) dan Masih adanya kasus gizi buruk dan Stunting di Kabupaten
Pasuruan. Selain dari 3 (tiga) prioritas masalah tersebut, untuk mencapai
Angka Harapan Hidup (AHH) di pengaruhi juga dengan tingginya kasus
penyakit menular dan masalah global pandemic yang terjadi saat ini yaitu
kasus Covid 19. Prioritas masalah tersebut ditunjang oleh multifaktor akar
masalah mulai dari akses pelayanan kesehatan, penyakit penyerta,
peningkatan sanitasi sampai dengan PHBS.

Beberapa faktor internal yang merupakan kekuatan dalam pelaksanaan
program pembangunan kesehatan antara lain:

a. Tersedianya perangkat perundangan dari pemerintah baik dikeluarkan
Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten Pasuruan
sebagai dasar hukum maupun landasan operasional program
pembangunan di bidang kesehatan berupa petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan dan pedoman umum;

b. Tersedianya sarana pelayanan kesehatan yang cukup yaitu RSUD,
Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes/Poskesdes baik
pemerintah maupun swasta;

c. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memiliki latar belakang
pendidikan kesehatan di berbagai jenjang/ strata yang tersebar di wilayah
Kabupaten Pasuruan;

d. Adanya kesempatan untuk mengikuti jenjang pendidikan formal dan non
formal, pelatihan dan kegiatan - kegiatan lain yang bertujuan
meningkatkan kemampuan personil;

e. Adanya motivasi kerja yang tinggi dari sebagian personil khususnya
terhadap kemajuan program kesehatan;

f. Pelaksanaan mekanisme perencanaan dari bawah/ Puskesmas dengan
melibatkan staf, lintas sektor dan tokoh masyarakat sehingga ada
transparansi serta tujuan yang dicapai mendekati pemecahan masalah riil
masyarakat;

g. Tercapainya sebagian sasaran/ target program kesehatan sehingga menjadi
modal pendorong bagi pelaksanaan kegiatan berikutnya.

h. Belum optimalnya koordinasi dan kerja sama lintas sektor karena adanya
egoisme dan pola pikir sektoral diantara pihak-pihak yang berkoordinasi;

i. Belum  berfungsinya secara maksimal pokja - pokja yang ada di
Kabupaten, Kecamatan dan Desa;

j- Perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung upaya program
kesehatan;

k. Pengetahuan dan kesadaran hukum sebagian masyarakat masih kurang
khususnya dalam bidang kesehatan;

1. Adanya krisis ekonomi dan politik yang menyebabkan kecenderungan
meningkatnya masalah kesehatan khususnya pogram kesehatan ibu, anak
dan gizi;

m. Masih banyaknya keluhan dari masyarakat terhadap sistem/ prosedur
pelayanan, sikap petugas dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh
sarana kesehatan milik Pemerintah.
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n. Masih adanya potensi timbulnya penyakit yang menyebabkan Kejadian
Luar Biasa (KLB).

3.1.2 Pelayanan RSUD Bangil
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2012 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum, RSUD Bangil mempunyai
tugas pokok membantu Bupati dalam  menyelenggarakan pelayanan
kesehatan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas-
tugas pemerintahan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan
oleh  Pemerintah  dan/ atau  Pemerintahan  Provinsi. Untuk
menyelenggarakan tugas pokok tersebut rumah sakit mempunyai fungsi
antara lain
1. Pelaksanaan pelayanan kesehatan secara komprehensif meliputi
peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan
pemulihan (rehabilitative);
2. Pelaksanaan penunjang pelayanan kesehatan;
3. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan badan layanan
umum daerah;
4. Penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) serta Rencana Bisnis dan

Anggaran (RBA);

5. Pengelolaan administrasi umum Rumah Sakit Umum Daerah;
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi, misi Bupati, maka beberapa
faktor yang dapat mempengaruhi terhadap pelayanan kesehatan di RSUD
Bangil adalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal

1) Jumlah SDM yang cukup khususnya dokter spesialis yang

berpengalaman

2) Terakreditasi Paripurna oleh KARS.

3) Adanya program unggulan dan berbagai jenis pelayanan medis dan

penunjang medis.
4) Sebagai BLUD mempunyai fleksibilitas dalam mengelola manajemen
Rumah Sakit.

5) Kinerja pelayanan kesehatan belum optimal.

6) Utilitas sarana penunjang medik (Laboratorium, Radiologi, Bank
Darah, Farmasi)

7) Kurangnya pemasaran Rumah Sakit, sehingga banyak belum tahu

perkembangan dan kemajuan pelayanan yang ada di Rumah Sakit.

8) Efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya belum optimal

9) Sistem manajemen mutu SDM dan produktivitas tenaga medis, non-

medis, dan paramedis belum optimal

10) SIM RS belum terintegrasi secara optimal

11) Standarisasi dan pemeliharaan alat medis/kedokteran belum optimal

12) Tarif pelayanan yang murah

13) Promosi yang telah dilakukan melalui Media internet (website dan social

media)

14) Penyelesaian terhadap problem atau complain yang cepat
2. Faktor Eksternal
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1) Regulasi terhadap Undang-Undang
Kesehatan, dan Undang-Undang Pelayanan Publik

2) Adanya kebijakan kepastian penjaminan

Rumah Sakit, Undang-Undang

pembiayaan bagi

pasien

Gakin oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan asuransi kesehatan

lainnya

3) Ilmu Pengetahuan dan teknologi Kedokteran terus berkembang

4) Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di
semakin meningkat

5) Tumbuh dan berkembangnya Rumah Sakit baru, Klinik swasta baru
di Kabupaten Pasuruan

6) Meningkatnya kesadaran hukum di

masyarakat

meningkatkan pontensi terjadinya tuntutan hukum
7) Tingginya Ketergantungan obat dan peralatan medis pada produk

impor

8) Tingginya kerusakan alat medis/kedokteran
9) Stigma masyarakat terhadap RS pemerintah
10) Kesempatan untuk KSO pelayanan, pendidikan, dan penelitian
11) Kemajuan teknologi informasi
12) Dukungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Tabel 3.2. Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

e Masalah Akar Masalah
Pokok
1 | Menjadi Rumah Sakit belum Waktu pelaksanaan penilaian
rumah Akreditasi Akreditasi SNARS edisi 1.1.
sakit yang SNARS edisi 1.1 tahun 2022
berstandar
akreditasi Sistem rujukan dan Rujukan berjenjang berjalan

jejaring RS belum
berjalan secara optimal

kurang optimal

Implementasi regulasi
mutu pelayanan RS
sesuai akreditasi SNARS
belum optimal

Pencapaian indikator mutu
RS belum optimal

Efisiensi pengeluaran
belanja RS belum
optimal

Pelaksanaan pengendalian
dan efisiensi biaya di semua
bagian/unit belum optimal

Belum optimalnya
ketersediaan dan
kelengkapan sarana
prasarana pelayanan
kesehatan

Terbatasnya anggaran
fungsional dan subsidi dalam
pemenuhan sarana dan

prasarana pelayanan kesehatan

RS

sehingga
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